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ABSTRAK

Nama : Agung. Fajar. Matra
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul . Penerapan Cyber Notary di Indonesia RitinDari Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Tesis ini membahas mengenai fenomena adanya wacduk menerapkarmyber
notary di Indonesia. Penerapagber notary di Indonesia tentunya tidak serta merta
dapat diterapkan begitu saja, melainkan harus meraplan berbagai aspek yang
terkait terutama yang berhubungan dengan UndanghgndJabatan Notaris.
Penelitian ini menggunakan kajian hukum normaglamgkan pengumpulan data
dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penulisnyimpulkan bahwa konsep
cyber notary ini belum dapat diterapkan secara utuh di Indendsal ini dikarenakan
masih banyak hal-hal mengenai konsgjper notary yang berbenturan dengan
Undang-undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci :
Cyber Notary
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ABSTRACT

Name : Agung. Fajar. Matra
Study Program : Master of Notary
Title : The Implementation of @yliNotary in Indonesia according to

Law No0.30 of 2004 Concerning Notary Professions

This thesis discusses the phenomenon of the dsedar apply cyber notary in
Indonesia. The application of Cyber Notary in Inédsia would not necessarily be
applied that easily, however it must pay attentmthe various aspects which mainly
related to the Law of Notary Professions. This aede uses normative legal analysis,
while the data collection is conducted throughréitere research. The author
concludes that the concept of cyber notary canfublg applicable yet in Indonesia,
this is because there are still many matters réggrclber notary concept which is
conflicting against the Law of Notary Professions.

Key Words:
Cyber Notary
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan ltagindi Indonesia semakin
pesat seiring dengan perkembangan zaman sertaiklénaasional. Kemajuan teknologi
secara khusus, telah banyak mempengaruhi tat&ehidupan di dalam masyarakat. Hal
ini berdampak pula ke dalam berbagai lingkup kegbaohy termasuk kegiatan
perdagangan maupun bidang hukum di Indonesia.

Untuk itu pemerintah juga harus mengakomodir kearajiersebut, hal ini dapat
dilihat dari terbentuknya Undang-undang khusus reeag Informasi dan transaksi
elektronik. Pada 25 Maret 2008 akhirnya pemerintadngeluarkan Undang-undang
nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trand&lkesitronik.

Berlakunya Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 dukara dapat menjamin
tercapainya kemajuan teknologi serta meningkatki@ktieitas dan efesisensi dalam
pelayanan publik. Dengan adanya Undang-undangbigrs@iharapkan masyarakat akan
dapat melakukan transaksi elektronik secara anegta si©empunyai perlindungan hukum
yang tepat.

Dengan perkembangan transaksi elektronik yang s&@dempesatnya, maka
peran Notaris sebagai pejabat umum yang bertugakyame masyarakat, juga
diharapkan tidak ketinggalan menyikapi perkembangmasebut secara tepat. Hal ini
menimbulkan wacana bahwa di Indonesia akan diterapker notary.

Gagasarcyber notarysebenarnya sudah muncul sejak tahun 1995, akapi tet
ketiadaan dasar hukum menghambat pengembangan wesgsapancyber notary
Namun sejak diundang-undangkannya Undang-Undangomndr tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, wacayder notarykembali bergulir:

Cyber notaryitu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan keandjeknologi

bagi para notaris untuk membuat akta otentik datmmia maya serta menjalankan

1 Aidir A. Daud, Disampaikan pada acara semit@ytfer notary Tantangan Bagi Notaris Indonesia”, (Jakarta :
Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).
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tugas-tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasiudhen, penanda-tanganan akta secara
eletronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Salwarageleconference, dan hal-hal
lain yang sejenis. Pada prinsipnya, konegper notaryditujukan untuk mempermudah
transaksi antara para pihak yang tinggalnya beagj@aukehingga jarak bukan menjadi
masalah lagi.

Namun demikian, untuk dapat menerapkayber notarydi Indonesia tidaklah
mudah. Masih banyak hambatan-hambatan serta kengafgy ditemui untuk
mengimplemntasikannya. Hambatan-hambatan tersebuhcuh antara lain dari
pertentangan antara media transaksi elektronik aterkggiatan Notaris yang dibatasi
oleh peraturan perundang-undangan di Indonesiatian perundang-undangan yang
mengatur bidang kenotariatan di Indonesia diatdaldm Undang-undang No 30 tahun
2004 tentang Jabatan Notaris

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hubungamséksi elektronik dengan
Notaris, maka perlu dibahas terlebih dahulu mengérabaga Notariat. Lembaga
Notariat itu sendiri menurut sejarahnya, timbulsatabutuhan dalam pergaulan sesama
manusia, yang menghendaki adanya alat bukti bagmgagenai hubungan hukum
keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antar@katesuatu lembaga dengan para
pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umunk gihana dan apabila undang-
undang mengharuskan sedemikian atau dikehenddknodsyarakat, membuat alat bukti
tertulis yang mempunyai kekuatan oterdtik.

Profesi “Notaris” dapat dilacak balik ke abad k& pada masa roma kuno,
dimana mereka dikenal sebagaribae, tabelliusataunotarius. Pada masa itu, mereka
adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istitakaris diambil dari nama
pengabdinyanotarius yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongaang penulis
cepat atau stenografer. Notaris adalah salah abfang dari profesi hukum yang tertua di
dunia®

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai lembagariat berawal pada tahun
1860, dimana Pemerintah Belanda pada waktu itu arggap perlu untuk

menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabat@mnisndi Indonesia dengan yang

2 G.H.S Lumban TobingPeraturan Jabatan NotarjgJakarta: P T Erlangga, 1983), hal.2
% Sudikno Mertokusumdab-bab tentang penemuan hukydakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003), him 74.
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berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagggpeti dari peraturan-peraturan yang
lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris ([doReglement) pada tanggal 26
Januari 1860 (Stb. No.3) mulai berlaku pada tangigaili 1860"

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia,anfdraturan Jabatan
Notaris tersebut juga harus diperbaharui. Menyikepbitersebut, pada tanggal 6 Oktober
2004, mulai di undangkan UUJN. Sejak peraturan mpEnogan ini berlaku, maka
sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku:lag

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands In¢(sbl.1860 : 3)

sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembargardde1954 Nomor 101,

2. Ordonantiel6 September 1931 tentang Honorarium Notaris;

3. Undang-undang nomor 33 tahun 1954;

4. Pasal 54 Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tenemdpahan atas undang-

undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;

5. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1949 tentantpajanji Jabatan

Notaris.

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2@@4 yimaksud dengan
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untulknbmat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam gndatang.

Sedangkan Sudikno Mertokusumo memberikan definahs sebagai pejabat
umum yang mempunyai wewenang untuk membuat aktatilotenengenai semua
perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dipekataloleh peraturan umum atau
diminta oleh para pihak yang membuat &kta.

Tugas Notaris secara umum yaitu memberikan bulktilie atas peristiwa hukum
yang terjadi di dalam masyarakat. Notaris diberikewenangan untuk membuat alat

bukti yang diinginkan para pihak yang bersangkutan.

* G.H.S Lumban Tobing, op.cit., hal.20
® Indonesia, “Undang-undang Jabatan Notaris”, UUBRd.ahun 2004, pasal 91
® Sudikno MertokusumaArti Penemuan Hukum Bagi Notari®envoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, him. 49.
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Kemudian diatur di dalam Pasal 15 UUJN, kewenamataris adalah :

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenaiuaemperbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh tyam perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang bemnkegan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepast@aggal pembuatan akta,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dapdwutakta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga dskega atau dikecualikan
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkeimnundang-undang.

(2) Notaris berwenang pula :

a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepeamtiggak surat
di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan rtendkalam
buku khusus;

c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tanigarupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan dig&abatralam surat
yang bersangkutan;

d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengahasliaya,;

e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pe¢anbakta,;

f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g) membuat akta risalah lelang.

h) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada aydr(yat (2),
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dafsraturan
perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri, eksistensi lembaga Notarisecnlsebagai salah satu upaya
negara dalam menciptakan kepastian dan perlindumgiamnm bagi anggota masyarakat.
Hal ini mengingat bahwa dalam wilayah hukum prataiu perdata, negara menempatkan
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalambomat akta otentik, untuk
kepentingan pembuktian ataupun alat bukti.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bekdaspada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah@45 yang berintikan

kebenaran dan keadilan yang mana menjamin kepasgd@rtiban, dan perlindungan
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hukum. Oleh karena itu dibutuhkan alat bukti testubtentik mengenai keadaan,
peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakelalm jabatan tertentu, yaitu oleh
notaris sebagai pejabat umum.

Pengertian Akta Otentik menurut Pasal 1868 KUHRargaitu suatu akta yang
dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-und#tgatau di hadapan pejabat umum
yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Agar dapat dinyatakan sebagai akta otentik, suktia Motaris harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

1. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat ugang berwenang.

2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan bletiang-Undang.

3. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tengpaihana akta itu dibuat.

Menurut ketentuan pasal 1868 KUHPerdata mengenaa ABtentik dapat
dibedakan menjadi, Akta Otentik yang dibuat olejaPa& Umum, dan Akta Otentik yang
dibuat dihadapan Pejabat umum. Dalam kaitannyaatehgl ini, Pejabat Umum yang
dimaksud adalah Notaris.

Akta Notaris dapat dibagi menjadi dua golonganuwakta yang dibuat oleh
Notaris atau AktdRelaasatau dinamakan akta pejabat serta Akta yang ditihatlapan
atau yang dinamakan AkRartij.

Akta Relaasadalah akta yang dibuat dalam jabatannya. No&#is permintaan
para pihak menguraikan secara otentik suatu tindakang dilakukan ataupun suatu
keadaan yang dilihat, disaksikan oleh Notaris iendéri dalam Notaris tersebut
menjalankan jabatannya. Akta tersebut memuat urdgain Notaris akan sesuatu yang
dialami, dilihat, dan disaksikannya.

Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris altéauPartij, yaitu akta yang
memuat secara otentik keterangan-keterangan daangarang yang bertindak
sebagaipihak-pihak dalam akta itu. Notaris mendiadinsketerangan-keterangan para
pihak dan disusun redaksinya sesuai dengan kemmgiaa pihak yang bersangkutan.

Salah satu fungsi akta yang penting adalah seladafgpembuktian. Akta otentik

merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kbdlan pihak dan ahli warisnya

" Chairunnisa Said, Disampaikan pada acara sem@yrer notary Tantangan Bagi Notaris Indonesia”, (Jakarta :
Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).
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serta sekalian orang yang mendapat hak darinyangrdpa yang dimuat dalam akta
tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mertgyleang berarti kebenaran dari hal-
hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diaMeh hakim, yatiu akta tersebut
dianggap sebagai benar selama kebenarannya itk #da pihak lain yang dapat
membuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1857 KUHRardgka akta dibawah tangan
tanda tangannya diakui oleh orang terhadap sidaruitu hendak dipakai, maka akta
tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang geapterhadap orang yang
menandatangani serta para ahli warisnya dan ormamgoyang mendapatkan hak
darinya.

Sehubungan dengan akta otentik yang dibuat oledtbaejumum atau notaris,
tentu tidak lepas juga dari pembubuhan tandatadgdalam akta tersebut. Hal ini dapat
dilihat di dalam pasal 16 ayat (4) Undang-undangnaro30 tahun 2005 tentang Jabatan
Notaris mengenai penandatanganan sebuah aktakotBetnbubuhan tandatangan itu
sendiri mempunyai fungsi sebagai identifikasi dampataan kehendak.

Sedangkan di dalam pasal 11 UUITE, dijelaskan bahavala Tangan Elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang selarsa memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait &akgpada Penanda

Tangan;

b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saséppenandatanganan

elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektraml yerjadi setelah

waktu penandatanganan dapat diketahui;

d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik ytenpit dengan Tanda

Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatem dapat diketahui;

e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengitilkagi siapa

Penandatangannya; dan
f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Méendangan telah

memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektrgang terkait.

Dengan lahirnya UUITE, maka diharapkan segala #lsidransaksi elektronik

(termasuk) di bidang hukum mempunyai kekuatan hukang pasti maupun alat bukti
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yang sah. Seperti yang disebutkan di dalam PaB&®JIZE, bahwa informasi elektronik
dan dokumen elektronik merupakan alat bukti balkmgerkara perdata,pidana maupun
tata usaha Negara dan merupakan perluasan dapu&tatyang berlaku di Indonesia.

Transaksi elektronik sendiri pada dasarnya adatatkgian ataupun hubungan
hukum yang dilakukan secara elektronik dengan mekaad jaringan dari sistem
elektronik berbasiskan komputer dengan sistem kdwmsan yang selanjutnya difasilitasi
oleh keberadaan jaringan komputer global ataureter

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sangatlah pebaggnotaris untuk mengetahui
mengenai perkembangarcyber notary di Indonesia. Karena peluang untuk
mengimplemantasikan hal tersebut sangatlah terb#ldanya wacana mengenai
peneraparcyber notarydi Indonesia membuat para notaris maupun para hatdium
banyak yang mengeluarkan pendapatnya mengenagrsabtit. Penerapayber notary
tentunya mempunyai nilai plus maupun nilai minugibperkembangan hukum di
Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik kimhelakukan penelitian dan
menyusunnya dalam tesis dengan jué@nerapan Cyber notary di Indonesia Ditinjau

Dari Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris

1.2 Pokok Permasalahan

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat peatizugy suatu penelitian,
karena dengan perumusan masalah seorang perlalitiniengidentifikasikan persoalan
yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapeijadi jelas, terarah dan dapat
dicapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diataka perumusan masalah
dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan seblagalkut:

1. Apakah Cyber notarydapat diterapkan di Indonesia apabila ditinjaui dar

Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris ?

2. Kendala-kendala apa saja yang akan muncul di datemerapkancyber

notarydi Indonesia?
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1.3 Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah, akuah rasional sehingga sesuai
dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggungjjkan keobyektifannya, diperlukan
suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dik&ar&arena penelitian hukum
bertujuan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilatuk mengungkapkan
kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sisisymaetodelogi dan konsisten.

Dalam penulisan ini, bentuk penelitian hukum yamgudakan adalah dengan
penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dstpkaan. Penelitian kepustakaan
yaitu, penelitian yang menekankan pada penggunatnstkunder atau berupa norma
hukum tertulis dan atau wawancara dengan inforrega sarasumber.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitiaadalah data sekunder yaitu
data yang diperoleh langsung melalui penulusurapustekaan atau dokumentasi.
Sehingga penelitian ini menggunakan macam bahkmhprimer sebagai norma dasar,
bahan sekunder sebagai bahan yang memberikan edoryang berkaitan dengan isi
sumber primer serta implementasinya, serta meng@nnbahan hukum tersier sebagai
pemberi petunjuk (pelengkap) terhadap sumber priaersekunder.

Sedangkan metode analisis data yang dipergunadamdenelitian ini adalah
metode kualitatif, yaitu tidak mementingkan kuaaditetapi kualitas dari data-data yang
dipergunakan. Metode kualitatif tersebut, mempeaggan data sekunder yang berasal
dari kepustakaan, yang terdiri dari:

1 Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahamhykng mempunyai
kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangannagaia yang terkait
dengan Jabatan Notaris dan Informasi dan Tran&adsironik.

2 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang etaingannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganaisankhukum primer
yaitu :

a. Buku-buku ilmiah
b. Makalah-makalah

3 Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang mekdrempetunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekun@dni kamus,

ensiklopedia, dan lain sebagainya.
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Dengan metode-metode pengumpulan data tersebutasi diharapkan dapat
memberikan titik terang untuk sedikit megetahui da@mecahkan permasalahan yang
ada.

Dari hasil penelitian itu dipilah-pilah dan akhienynenjadi suatu kesimpulan

yang teratur, lengkap dan sistematis dalam bemajuiran penelitian

1.4 Sistematika Penulisan

Judul tesis ini adalaRenerapanCyber notary di Indonesia Ditinjau Menurut
Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Jabatanadtaris.
Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri daga bab dan tiap bab dibagi

menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika dediajpdalah sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan
Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai l&@iakang masalah, pokok

permasalahan, metode penelitian dan sistematikaipan.

BAB Il Tinjauan Pustaka, Analisa dan Pembahasan
Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai Tiafa umum tentang
notaris, Tinjauan umum mengenai akta, Internet gabamedia teknologi dan

Informatika, serta Tinjauan umum dan analisis maageyber notary

BAB Il Penutup
Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikanwslasimpulan dan saran dari

segala penguraian dan pembahasan dari selurutligitesis tersebut.
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BAB I

TINJAUAN UMUM MENGENAI TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS S ERTA

2.1

PENERAPAN CYBER NOTARDI INDONESIA

Tinjauan Umum tentang Notaris
2.1.1 Notaris dalam Perspektif Sejarah

Lembaga notariat secara substansial timbul dilatakangi oleh
kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yangheretaki adanya
alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan t{emadi diantara
mereka. Lembaga kemasyarakatan tersebut terdirpdea pengabdi yang
ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk bilamana masyta membuat
alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otefitik

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekanaindimulai
pada abad ke-11 atau ke-12 di Italia Utara, dindaeaah ini merupakan
daerah pusat perdagangan pada zaman itu, yang akaarhatijnse
Notariaat.® Ciri-ciri Latijnse Notariaattercermin dari diri seorang notaris
yang diangkat oleh penguasa umum, bertindak untagertingan
masyarakat umum, serta menerima uang jasa ataurdmwm dari
masyarakat umum pula. Istilah notaris sendiri lrdari kata notarius,
yaitu istilah pada zaman romawi yang diberikan kepgolongan orang-
orang tertentu yang menjalankan pekerjaan menulis.

Pada abad ke-2 dan ke-3 Masehi istilabtarius tersebut
mengalami perkembangan, dimanatarius atau notarii pada masa itu
dikenal luas sebagai orang-orang yang memiliki kaah untuk
mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalamataakpn pekerjaan
mereka, atau yang saat ini disebut sebagai stefieogr&arena itulah
istilah notarii kemudian diketahui berkembang dari katda literia, yang
merupakan sistem tanda tulisan atau karakter yasmgeka pergunakan

8 G.H.S. Lumban Tobing, op.cit.,hal 2

? Ibid.,hal.3.
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dalam pekerjaannya untuk menuliskan atau menggdebasuatu
perkataan-perkataan.

Selain notarii juga pada permulaan abad ke-3 sesudah Masehi
telah dikenal apa yang dinamakgabellionis yaitu orang-orang yang
ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untrkbuat akta-akta
dan lain-lain surat. Jabatan ini tidak mempunyéit skepegawaian dan
juga tidak ditunjuk oleh kekuasaan umum untuk mtak suatu
formalitas yang ditentukan oleh undang-undany.Pada masa itu,
pekerjaan yang sebenarnya sudah mirip dengan fumgsiris yang
dikenal sekarang, belumlah memiliki sifat jabatsepara sebagaimana
yang dikenal saat ini sehingga surat-surat yan@sikan pun masih
belum memiliki sifat otentik.

Di samping paraabellionesmasih terdapat suatu golongan orang-
orang yang menguasai teknik menulis, yang dinama#hualarii, yang
memberikan bantuan kepada masyarakat di dalam @gerbwakta-akta
dan surat-surdfParatabularii ini dalam perkembangannya ditugaskan
untuk menyimpan dokumen-dokumen dan diberikan weawgnuntuk
membuat akta-akta. Sebagai orang yang ditunjuk pkemerintah dan
berhak menyatakan secara tertulis terjadinya siradakan hukum, akta-
akta yang dibuat oleh patabularii ini diyakini telah memiliki kekuatan
otentik. Akibatnya tabularii lebih dipercaya oleh masyarakatdalam
membuat akta-akta dan surat-surat daripadatgésdliones.

Semasa kekuasaan Longobarden (568-774) raja-raj@angkat
paranotarii yang dipekerjakan pada kanselarij kerajaan dampwlan-
kumpulan paratabeliones Akibatnya masyarakat lebih memilih untuk
menggunakan jasa panatarii yang diangkat oleh raja-raja dibandingkan
yang tidak diangkat oleh raja. Hal ini menyebabgamatabelionisyang
tidak diangkat bersedia untuk bekerja sebagai paigétana dan juga

10pid., hal.7.
1 |pid., hal.8.
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menamakan diri merekan notarii, dan karenanya dandadaerah
kekuasaan raja-raja Longobarden naateellio diganti menjadnotarius.

Di samping itu, dalam pemerintahan gereja berkembpunla
kalangan yang disebut sebagai notarii, baik sdeagsung dibawah paus
maupun pada instansi gereja yang lebih rendah. Rateaii gereja ini,
memiliki kedudukan dan peranan yang cukup pentiad isu.

Seiring dengan bertambahnya pengaruh gereja datmudupan
masyarakat, maka diangkat pula para notarii gemajg ditugaskan untuk
memberi bantuan kepada publik untuk urusan yangk t&eemata-mata
mengenai gereja, termasuk membuat akta dan surbtddng hukum
perdata, yang dikenal dengan clericius notariudigiub.*?

Pada masa pemerintahan Karel Agung, Raja dari baRgsnk
yang kemudian dinobatkan sebagai Kaisar Romawlateteendudukan
Lombardia di Italia, ditetapkan di setiap pengadildaerah wajib
diperbantukan notarii yang bertugas mencatat sesgaaatu yang terjadi
dalam sidang pengadilan. Ketetapan ini juga beslang di daerah-daerah
Lombardia dan seluruh wilayah kekuasaan Karel Agwetelah ia
dinobatkan sebagai Kaisar Romawi pada tahun*800.

Lembaga notariat yang bermula di italia utara immkdian
mencapai puncak perkembangannya di Perancis padbkabl3, dimana
pada saat itu dipelopori oleh Raja Lodewik de Heilgang telah
meletakan dasar-dasar peraturan perundangan digok#aotariatan. Pada
tanggal 6 Oktober 1791 telah diundangkan suatutyrara di bidang
kenotariatan, yang kemudian pada 16 Maret 1803digangan Undang-
undang dari 25 Ventose an Xl. Undang-undang tetsdimrhasil
menyatukan persepsi atas berbagai macam notaresgaeiana yang

dikenal sejak zaman Romawi sehingga dikenal sattamanotaris, dan

12 R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indém&uatu Penjelasan (jakarta : RajaGrafindo Perd£®s8),
hal.15
2 bid., hal.16.
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menjadikan notaris itu sebagambtenaar yang berada di bawah
pengawasa@hambre des Notariés.

Demikian, di Perancis inilah untuk pertama kalinyerjadi
pelembagaan dari profesi notaris, yang pada intibgeujuan untuk
memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingasyarakat umum.
Suatu kedudukan kuat yang diberikan undang-undargada hakekatnya
merupakan suatu bentuk pengabdian yang harus drempéa notaris
guna melayani kepentingan masyarakat.

Pada saat puncak perkembangannya di Prancis, lemigriat
sebagaimana itu dikenal sekarang, dibawa ke n&gdainda dan dengan
dua buah dekrit Kaisar, masing-masing tanggal 8eNter 1810 dan
tanggal 1 Maret 1811. Dengan adanya kedua delritiaka terdapatlah
di negeri Belanda suatu peraturan yang berlaku urpang pertama di
bidang Notariat. Setelah adanya desakan dari raBganda untuk
membentuk suatu perundang-undangan nasional yaswggis@spirasi
rakyat di bidang notariat, maka dikeluarkanlah Urgdandang tanggal 9
Juli 1842 (Ned Sth. No.20) tentang jabatan notaris.

Proses kelahiran serta perkembangan lembaga ngiada zaman
romawi inilah yang kemudian meluas dan menjadi dé&sadasan bagi
konsep notaris yang dianut oleh negara-negara desigiem hukuneivil
law saat ini, yatuatijnse notariaat Walaupun berasal dari akar sejarah
yang sama, konsep notaris ini dalam negara-negagad sistem hukum
common law mengalami persepsi yang berbeda sehingga daktensi
hukum common lawdikenal pula istilah notaris tetapi memiliki adan
fungsi yang berbeda dengan kons&fijnse notariaatdari sitem hukum
civil law.

Perkembangan lembaga notariat di Indonesia semdilai masuk
pada permulaan abad ke-17. Dimana Indonesia selesgmira bekas
jajahan Belanda, maka perkembangan notariat dinksla tidak bisa

lepas dari apa yang dianut dan berkembang di n&gleanda, yang juga

4 Tobing, op.cit., hal.12
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merupakan jajahan Perancis. Maka peraturan hukotang notariat yang
berlaku di Prancis dan Belanda, juga menjadi dasar peraturan di
bidang kenotariatan di Indonesia.

Di Indonesia, pengangkatan notaris pertama Kkaladerpada
tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchem, sekisridari College van
Schepenen di Jacatra diangkat sebagai notarisnperth Indonesid’
Melchior Kerchem diangkat oleh Gubernur Jenderal Bi@terzoon Coen
untuk menjadi notaris dengan daerah hukum yang poteliseluruh
wilayah Batavia (yang kemudian menjadi JakartafaPsaat itu belum
ada peraturan resmi tentang notaris di wilayah idiB®landa, dan
jabatan notaris sepenuhnya tunduk sebagai abdi \W&@enigde Oost-
Indische Compagnie) yang pada masa itu sedangdsaldi Indonesia.

Sejak masuknya notariat di Indonesia tahun 1620paatahun
1822 hanya diatur oleh dua buBeeflemeryaitu Instruksi tahun 1625
yang terdiri dari 10 pasal dan instruksi tahun 1§3a8g terdiri dari 34
pasal. Pada tahun 1860 pemerintah Belanda menganugdu untuk
menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada pada uwalk
diundangkanlah peraturan jabatan notaris (NotagierRent) pada tanggal
26 januari 2860 (Stb. No.3) yang berlaku pada tahdg Juli 1860.
Dengan diundangkannya Notaris Reglement ini maletadtianlah dasar
yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonsia.

Peraturan ini tak lain merupakan jiplakan dari Urgtandang
notaris negeri Belanda tahun 1842 (De Wet Op Haafambt), yang
juga merupakan adopsi dari Ventosewet Perancisati?an Jabatan
Notaris (PJN) yang telah berlaku selama seabath ldbindonesia dari
tahun 1860 tidaklah mengalami perkembangan yangrtbetan berlaku
dalam praktek notaris hingga tahun 2004. Peratdrantang Jabatan
Notaris tersebut sudah tidak sesuai lagi dengarkepgyangan dan

kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh katengerlu diadakan

15 H

Ibid., hal 15
18 Chairunnisa Said, Disampaikan pada acara sem@yrer notary Tantangan Bagi Notaris Indonesia”, (Jakarta :
Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).
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pembaruan dan pengaturan kembali secara menyeldaldim satu
Undang-undang yang mengatur tentang jabatan Nasehshgga dapat
tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku unteknsa penduduk di
seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Baru pada tanggal 6 Oktober 2004 lahirlah prodtuhuasli
Indonesia yang merupakan perwujudan unifikasi hudubidang
kenotariatan yaitu UUJN. Dengan adanya Undang-umnt8Emor 30
tahun 2004 ini, diharapkan bahwa Akta Otentik ydilogiat oleh atau di
hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketartdsn

perlindungan hukum.

2.1.2 Pengertian Notaris

Istilah Notaris sendiri berasal dari katatarius yaitu istilah yang
muncul pada zaman Romawi. Notarius merupakan hsyigang diberikan
kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan merkRéhda abad
kedua Masehi, notarius dikenal luas sebagai oraaggoyang memiliki
keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisapatc dalam
menjalankan pekerjaan mereka.

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 30 taB064
tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notdakla pejabat umum
yang berwenang untuk membuat akta otentik dan keamgan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajibariuku
melayani publik, oleh karena itu Notaris ikut medakakan kewibawaan
dari pemerintah. Notaris selaku pejabat umum merygukewenangan
membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertpBsbuatan hukum
para pihak dalam bidang hukum perd4ta.

" R. Soegondo Notodosoerjo, op.cit.,hal 13-27
18 Dody Radjasa Waluydewenangan Notaris Selaku Pejabat Umiviedia Notariat (Menor) edisi Oktober-
Desember 2001, him. 63.
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Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungstasadalam
masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tesegabrang dapat
memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segalaage yang ditulis
serta ditetapkannnya adalah benar, ia adalah perdbkamen yang kuat
dalam suatu proses hukum.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figup keterang-
keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercagag yanda tangannya
serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bulkit, kseorang ahli
yang tidak memihak dan penasihat yang tidak adatcga, dan membuat
suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-jang akan datang.

Namun dalam kenyataan yang terjadi dalam masyars&hagian
dari masyarakat kurang menyadari pentingnya susturden sebagai alat
bukti sehingga kesepakatan diantara para pihakpcdkakukan dengan
rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lis@apj teda pula sebagian
masyarakat yang lebih memahami pentingnya memhuetti slokumen
sebagai alat bukti sehingga kesepakatan-kesepakataebut dibuat
dalam bentuk tulisan, yang memang nantinya akazjiki® sebagi alat
bukti.

Di Indonesia sebagian masyarakat terutama di Padeswsih
diliputi oleh adat dan kebiasaan, untuk peristigagtiwva yang penting
dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orangi,shiasanya yang
menjadi saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa i@lah tetangga, teman
sekampung atupun Kepala Desa.

Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-giesa biasa yang
sudah sering terjadi dialam kehidupan masyarakat itu, seperti pemberian
nama kepada anak yang baru lahir, tetapi dapatmegapakan peristiwa
yang mempunyai akibat hukum yang penting, umpamedaiam transaksi
jual beli atau sewa-menyewa serta mengenai peasgianting lainnya
dalam lingkungan keluarga, umpamanya pembagian samgri
pengangkatan anak bagi orang yang tidak mempungd sendiri dengan

hak untuk mewatris.

UNIVERSITAS INDONESIA

Penerapan cyber..., Agung Fajar Matra, FHUI, 2012



17

Masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari danbusnya
dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa tipgn dengan
mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditrgati oleh orang-
orang yang berkepentingan dengan disaksikan dury @aksi atau lebih,
dan yang dapat melakukan kegiatan tersebut yaitarldcsebagai pejabat
umum.

Notaris, merupakan pejabat umum yang diangkat dan
diberhentikan oleh pemerintah, yang memperoleh kawgan dari negara
sebagai fungsi publik dalam hubungan keperdataariarld bukanlah
Pegawai Negeri menurut Undang-Undang atau peratkepegawaian.
Oleh karenanya Notaris tidak menerima gaji dan neFoiph pensiun,
hanya menerima honorarium dari kliennya. Sepertgyartuang di dalam
Pasal 36 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentabgtala Notaris
diatur secara jelas mengenai besarnya honorariurg g#eroleh oleh
Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomote8tang
Jabatan Notaris bahwa syarat untuk dapat diang&ajati Notaris yaitu :

a. Warga Negara Indonesia ;

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun ;

d. Sehat jasmani dan rohani ;

e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Stadcata
Kenotariatan ;

f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah jgekebagai
karyawan Notaris dalam kurun waktu 12 (dua beladarb
erturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsdisestau atas
rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus Stidua
Kenoariatan ; dan

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejaba@rageg

advokat, atau tidak sedang memangku jabatan laig wéeh
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Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan gabat
Notaris.

2.1.3 Ruang Lingkup Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Notads

Di dalam menjalankan jabatannya, seorang notarimpuayai
tugas dan kewenangan. Tugas pokok dari notarislaladmelayani
masyarakat serta kepentingan umum di dalam menthudi otentik di
bidang keperdataan yang berbentuk akta-akta oterfiik dalam
pembuatan akta-akta otentik tersebut, Notaris meyguperanan yang
sangat penting, dimana notaris berperan sebagegtejmum.

Prof.Hamaker menguraikan tugas seorang Notaris ateng
mengatakan Notaris ditunjuk untuk dan atas permmtari orang-orang
yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai sp&dia perbuatan
hukum yang mereka lakukan dan menuliskan (meng&otigt apa yang
disaksikannya itu, atau dengan kata lain notarialadd saksi pada
perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh patek yang
bersangkutah’

Kewenangan Notaris dijelaskan di dalam Pasal 15abgdJndang
Nomor 30 tentang Jabatan Notaris yang meliputi :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenaiugem
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dihanuskah
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikakieoléh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akiatikte

2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyirajta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

3. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepaatiggat
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buksuls

4. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan aftand
dalam buku khusus.

1 Tobing, op.cit., hal 42
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5. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tandserupa

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan

digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

6. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengant sura

aslinya.

7. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

pembuatan akta.
8. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

9. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentagnyaitu,
sepanjang menyangkut akta itu dibuat, sepanjangyeman orang untuk
kepentingan siapa akta itu dibuat, sepanjang memgempat dimana akta
itu dibuat, sepanjang mengenai waktu pembuatan &dkin itu tidak
semua pejabat umum dapat membuat semua akta, seta@ng pejabat
umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yanglaserkan
peraturan perundang-undangan. Notaris tidak bemgemaembuat akta
untuk kepentingan orang-orang tertentu.

Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diendiri,
suamif/istrinya, keluarga sedarah maupun keluargeesseéa dari Notaris,
dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batdsemat serta dalam
garis ke samping sampai dengan derajat ketiga,rbaiijadi pihak untuk
diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini dimakisaidl untuk mencegah
terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgujasdmatan.

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otetiilayah
hukum atau wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukatau wilayah
jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempungiudtan sebagai
akta notariil.

Apabila Notaris masih menjalankan cuti atau dipeckri
jabatannya, notaris tidak diperbolehkan untuk meahlkta. Notaris juga
tidak boleh membuat akta, apabila Notaris tersebefum diambil

sumpahnya.

UNIVERSITAS INDONESIA

Penerapan cyber..., Agung Fajar Matra, FHUI, 2012



20

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mesggkan
sumpabh/janji menurut agamanya dan dihadapan mexéeripejabat yang
ditunjuk, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 &2xt UUJN.
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 @yatUUJN
berbunyi sebagai berikut : “Saya bersumpah/berjanji
» Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara IRejmalonesia,

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Repubtlknésia
Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notts geraturan
perundangundangan lainnya.

« Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengamahmjjur,
seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

» Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saga, akan
menjalankan kewajinan saya sesuai dengan kode mtifesi,
kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya adlataris.

* Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keteramaga diperoleh
dalam pelaksanaan jabatan saya.

« Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan baik secara
langsung maupun tidak langsung, dengan nama ati#u azapun,
tidak pernah dan tidak akan memberikan atau mek@mjsesuatu
kepada siapa pun.

Makna dari kalimat yang menjadi sumpah Notarisetens adalah
bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris harelaksanakannya
dengan professionaldan menjaga integritas moralygbatan yang
dipangku Notaris adalah jabatan kepercayaagrtrouwensambt dan
justru oleh karena itu seseorang bersedia mempakany sesuatu
kepadanya. Sebagai seorang kepercayaemtrguwensambi notaris
berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yangritdhekan

kepadanya selaku notaffs.

2bid, hal 117-118
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Kewajiban merahasiakan tersebut dapat dilakukamgatempaya
penuntutan hak ingkavérschoningsrechtyang merupakan pengecualian
terhadap ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3e) Kldldize Pasal 146
dan Pasal 227 HIR bahwa setiap orang yang dipasghdgai saksi wajib
memberikan kesaksian di muka pengadilan. Notarisg yaemberikan
keterangan atau penjelasan tentang hal-hal yarkpiter dengan akta
yang dibuatnya, maka Notaris tersebut telah mekanggdang-undang
yaitu sumpah jabatan dalam Pasal 4 UUJN dan P22aKBH Pidana
tentang Membuka Rahasia.
Menurut G.H.S. Lumban Tobing, bahwa pengangkatanpsi
sebelum menjalankan jabatannya dengan sah merupaas hukum
publik (publiekrochtelijk beginsglbagi pejabat umum, artinya selama
belum dilakukan pengambilan sumpah, maka jabataelat tidak boleh
dan tidak dapat dijalankan dengan $aRengucapan sumpah/janiji jabatan
notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayddWIN dilakukan
dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhiturejals tanggal
keputusan pengangkatan sebagai notaris (Pasal SN)UWkalam hal
pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam janglvaktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUJN, maka usgput
pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh mefirasal 6 UUJN).
Sedangkan Kewajiban seorang notaris dalam mengtank
jabatannya termuat di dalam Pasal 16 ayat (1) Ugpitlatdang Nomor 30
tentang Jabatan Notaris yang menentukan sebagaitoer
a) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihalan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan imuku

b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimgasebagai
bagian dari protokol notaris;

c) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutgta berdasarkan

Minuta akta

2 |bid, hal 114
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Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan d&ladang-
undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yamgtyaudan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta isekngan
sumpabh/janji jabatan, kecuali Undang-undang mekanttiain.
Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulaenjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dd@ jjumlah akta
tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersespatddijilid menjadi
lebih dari satu buku, dan tahun pembuatannya padgwud setiap
buku.

Membuat daftar dari akta proses terhadap tidakydibatau tidak
diterimanya surat berharga

Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiatimneurutan
waktu pembuatan akta setiap bulan

Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud horatau daftar
nilai yang berkenaan dengan wasiat ke daftar PAsatat departemen
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kembdari dalam
waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiaprbkxikutnya.
Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftasiat pada
setiap akhir bulan

Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negarpulbli&
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dkatis nama,
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dibksthrpaling
sedikit 2(dua) orang saksi yang ditandatangani gada itu juga oleh
penghadap, saksi, dan Notaris;

m) Menerima magang calon notaris.

Ketentuan Pasal 16 di atas apabila dikaitkan dergianpah

seorang Notaris seperti diuraikan sebelumnya bametaris dalam

menjalankan jabatannya dilakukan dengan amanalyr, jigeksama,

mandiri, dan tidak berpihak. Jujur dimaksud, dajattikan bahwa notaris
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dalam melaksanakan kewajibannya berupaya untuk te@ncemarkan
kepribadiannya dengan cara bertindak yang bertgatadengan norma-
norma yang ada di dalam masyarakat, baik secaradodnaupun secara
jabatan seperti melakukan kebohongan atau penipNataris dalam
menjalankan tugasnya dengseksamagapat diartikan bahw notaris harus
berupaya melaksanakan tugasnya dengan teliti, ggdnimemperkecil
kemungkinan kecil membuat kesalahan.

Mandiri dan tidak berpihak dapat diartikan dengan tidak
menggantungkan diri kepada pihak lain dalam mefaldsan tugasnya dan
memberlakukan para pihak seimbang, tidak berataebterutama dalam
membuat akta perdamaian, perjanjian dan akta-aktadimana ada dua
pihak yang menghadap, disamping kehendak para piitekpung dalam
akta, apabila ada hal-hal yang merugikan salah @aak, Notaris akan
memberikan nasehat agar tidak ada pihak yang #m&ogiMenjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukmemberikan
nasehat atau advis hukum yang benar dan sesuard&atentuan hukum
yang berlaku agar kepentingan klien tidak merasagiian di kemudian
hari.

Kewajiban membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan
menyimpannya sebagai bagian dari protokol notadand ketentuan Pasal
16 ayat (1) huruf b UUJN dimaksudkan untuk menjkggtentikan suatu
akta dengan menyimpa akta dalam bentu aslinyangghiapabila ada
pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinankatigpannya dapat
segera diketahui dengan mudah mencocokkannya dergdinya.
Kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJNktiderlaku, dalam hal
notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originatiege pembayaran
uang sewa, bunga, dan pensiun, penawaran pembaiiaran protes
terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanyeatsberharga, akta
kuasa, keterangan kepemilikan, atau akta lainnydalsarkan peraturan
perundang-undangan (Pasal 16 ayat (3) UUJN).
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Alasan penolakan dalam memberikan pelayanan sebagai
dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) il IN adalah alasan
yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, sepastinya hubungan
darah atau semenda dengan notaris atau dengan/istrgnsalah satu
pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk akwian
perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan ngdandang.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyathlhwa
kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yahgtesgan dengan
akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindkegentingan semua
pihak yang terkait dengan akta tersebut. KewajMataris untuk menjilid
akta-akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayahuilf f UUJN
disebabkan akta dan surat yang dibuat notaris aelmrgkumen resmi
bersifat otentik memerlukan pengamanan baik teghadda itu sendiri
maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahguseeara tidak
bertanggungjawab. Berkaitan dengan daftar wasewaljban tersebut
penting untuk memberikan jaminan perlindungan w@spakepentingan
ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan peoetn atau pelacakan
akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telabatidi hadapan
notaris.

Ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, bila ditelaahhlghuh dapat
diketahui pula bahwa bahwa dalam menjalankan kbamjiprofesinya
notaris mempunyai kewajiban dan tanggung jawabraelsakum diatur
oleh undang-undang . Selain itu, profesi notarisrupgkan suatu
pekerjaan dengan keahlian khusus dengan pengetaluasn untuk
melayani kepentingan umum dan untuk menjaga tegakhnykum,
sehingga dapat menciptakan ketertiban, keamanakegastian hukum di

tengah masyarakat.
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2.1.4 Larangan bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya

Di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagang
notaris, tentunya disertai pula larangan-larangagi [seorang notaris
dalam menjalankan jabatannya. Larangan bagi natat&sn menjalankan
jabatannya tertuang di dalam pasal 17 Undang-Undiamgor 30 tentang
Jabatan Notaris, yaitu :

a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari @juft) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang sah

Merangkap sebagai pegawai negeri

Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara

Merangkap jabatan sebagai advokat.

-~ ® o o

Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau peg®eaian Usaha

Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah atau badsatha swasta.

g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuataidh di luar wilayah
jabatan notaris

h. Menjadi notaris pengganti

i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengorma agama,

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempendebbrmatan dan

martabat jabatan notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk memjam
kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Not&@tanjutnya
larangan dalam ketentuan Pasal 17 huruf a UUJN kdingkan untuk
memberi kepastian hukum kepada masyarakat danigekahencegah
terjadinya persaingan tidak sehat antar notarisandaimenjalankan
jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah pgasdersebut, notaris
hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai hoaoraryang
merupakan hak notaris atas jasa hukum yang dilversiesuai dengan
kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan tidak memubigya yang

terlampau murah dibanding rekan-rekan notaris {@nmamun dengan
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tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikanhjakam di bidang
kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yarak tidampu,

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN.

2.2 Tinjauan Umum mengenai Akta
2.2.1 Pengertian mengenai Akta Otentik dan Akta di BawahTangan

Pengertian akta menurut Kamus Besar Bahasa In@ornesiu
surat tanda bukti berisi pernyataan (keteranganputksan, dan
sebagaimana) tentang peristiwa hukum yang dibuaturné peraturan
yang berlaku, disaksikan, dibuat dan disahkan pé&gabat resmi.

Openheim dan Pollack menjelaskan bahwa pengerki@naalalah
suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat udip&rgunakan sebagai
alat bukti®’Sedangkan Subekti berpendapat bahwa akta adaldh sua
tulisan yang semata mata dibuat untuk membuktikesuegu hal atau
peristiwa, karena suatu akta harus selalu ditandata.*

Di Indonesia akta dapat dibagi menjadi dua jenstuyakta di
bawah tangan dan akta otentik. Akta dibawah tarygéta semua tulisan
yang ditandatangani yang sengaja dibuat untukbaikti. Akta di bawah
tangan ini seperti sebagaimana dimaksud dalam P888alKitab Undang-
Undang Hukum Perdata tidak akan dapat mempunyaiugtak
pembuktian keluar terhadap pihak ketiga terkecs@jak hari dibubuhi
pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pégbayang ditunjuk
oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturaangidndang atau
sejak hari meninggalnya si penanda tangan atalh salarang penanda
tangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akbawah tangan itu dari
akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau $egeldiakuinya akta di

bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketsgey dihadapai akta itu.

% Tan Thong KieStudi Notariat — Serba Serbi Praktek Notgskarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal
214
% Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdatélakarta : Intermasa, 1980), hal 178
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Sedangkan akta otentik seperti yang dijelaskan affand pasal
1868 KUHPerdata : "Suatu akta otentik adalah swiia yang dibuat
dalam bentuk yang ditentukan undang-undang olaehditeadapan pejabat
umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itwati.”

Pasal ‘868 KUHPerdata mengenai akta otentik dapanhplulkan

yaitu 24

1. Akta artinya tulisan yang memang disengaja dibuatiuki
dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang dittadgani
(Pasal 1867 KUHPerdata)

2. Akta otentik itu mempunyai kekuasaan pembuktianunuk
yang sempurna, karena itu kedudukannya sama dengan
Undang-Undang, artinya apa yang tertulis dalam aktharus
dipercayai oleh hakim serta mempunyai kekuatan pé&tian
keluar secara formil maupun materiil.

3. Apabila suatu akta tidak dibuat di hadapan atah plegjabat
yang berwenang, maka akta itu menjadi tidak otentik
melainkan sama dengan akta di bawah tangan, ardipgbila
akta tersebut disangkal oleh penggugat, maka lthbuktikan
dulu kebenaran tanda tangan yang terdapat dalaton akia.

4. Jadi kegunaan akta otentik untuk kepentingan petraruk
dalam suatu peristiwa hukum guna mendapatkan suatu

kepastian hukum.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, denganjukepada
pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tentangtalabdotaris,
bahwa kewenangan Notaris selaku pejabat umum merapun
kewenangan membuat akta otentik, yang merupakarti kekiulis

perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum teerda

% Dody Radjasa Waluyo, op.cit., hal 63
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Akta otentik dapat dibagi menjadi dua golonganwakta yang
dibuat oleh Notaris atau AktBelaasatau dinamakan akta pejabat serta
Akta yang dibuat dihadapan atau yang dinamakan R&t8j.

Akta Relaasadalah akta yang dibuat dalam jabatannya. Notaris
atas permintaan para pihak menguraikan secarailotemtu tindakan
yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilidlestaksikan oleh
Notaris itu sendiri dalam Notaris tersebut menjidamjabatannya. Akta
tersebut memuat uraian dari Notaris akan sesuatg galami, dilihat,
dan disaksikannya.

Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris akaa Partij,
yaitu akta yang memuat secara otentik keterangterekegan dari orang-
orang Yyang bertindak sebagaipihak-pihak dalam aktia Notaris
mengkonstatir keterangan-keterangan para pihakddarsun redaksinya
sesuai dengan keinginan para pihak yang bersangkuta

Di dalam semua akta ini notaris menerangkan atamnbeagkan
dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksiasetaua apa yang
dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukaimak lain, Dalam
golongan akta ini termasuk akta-akta yang memugaman hibah, jual
beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum ataanlg), kemampuan
terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

Di dalam aktapartij ini dicantumkan secara otentik keterangan-
keterangan dari orang-orang yang bertindak sebgipak-pihak dalam
akta itu, di sampingelaas dari Notaris itu sendiri yang menyatakan
bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakd&ehkdaknya tertentu,
sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Didasarkan hal tersebut di atas maka untuk apkati
penandatangan oleh para pihak merupakan suatuusamarUntuk akta
relaastidak menjadi soal apakah orang-orang yang hatsebut menolak

untuk menandatangani akta itu, misalnya pada petabuBerita Acara

% Chairunnisa Said, Disampaikan pada acara sem@yrer notary Tantangan Bagi Notaris Indonesia”, (Jakarta :
Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).
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rapat para pemegang saham dalam Perseroan Teobat&sorang yang
hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itanditangani, maka
notaris cukup menerangkan didalam akta, bahwa pamgegang saham
yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menang@ni akta itu dan
dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik

Dalam Pasal 38 UUJN, mengenai Bentuk dan sifat Aldtaris,

yang berisi ;

1. Awal akta atau kepala akta memuat : Judul aldejor akta,
jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lenglaptempat
kedudukan Notaris.

2. Badan akta memuat :

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewerggaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tingged pa
penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak peaghad

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keingicar
pihak yang berkepantingan dan;

d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serkarman ,
jabatan, kedudukan,dan tempat tinggal dari tigp-tiaksi
pengenal.

3. Akhir atau penutup akta memuat :

a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana glithak
dalam pasal 16 ayat (1) huruf | atau pasal 16 @yat

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat
penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pe&erja
jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tigp-tiaksi
akta, dan;

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yangdiedalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perulgahgn

dapat berupa penambahan, pencoretan, atau peragganti

UNIVERSITAS INDONESIA

Penerapan cyber..., Agung Fajar Matra, FHUI, 2012



30

Dari uraian tersebut, untuk dapat digolongkan sabalta suatu
surat harus ada tanda tangannya seperti yang dikgardalam pasal 1869
KUHPerdata bahwa suatu akta yang, karena tidakubeek atau tidak
(pasal 1868 KUHPer) atau karena suatu cacat dakmuknya, tidak
dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun damiknempunyai
kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jikatendatangani oleh para
pihak.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuatuk
membedakan akta yang satu dari akta yang laindatawakta yang dibuat
orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lainlaldaintuk memberi ciri
atau untuk mengindividualisir sebuah akta kareeatifikasi dapat dapat
dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada tek&ebut.

Yang dimaksudkan dengan penandatangan dalam akéalarah
membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga
membubuhkaiparaf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum
cukup, nama tersebut harus ditulis tangan olelesapdatangan sendiri
atas kehendaknya sendfiriDipersamakan dengan tanda tangan pada suatu
akta dibawah tangan adalah sidik jari (cap jaruatap jempol) yang
dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi #dnglgh seorang
notaris atau pejabat lain yang ditujuk oleh undandang, yang
menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuidi&njari atau
orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa taiiaik telah dibacakan
dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari ibuduhkan pada akta di
hadapan pejabat tersebut, pengesahan sidik jarilgbih dikenal

dengarwaarmerking .

%6 Sudikno Mertokusumddukum Acara Perdata Indonesidisi Keempat, (Yogyakarta, Liberty: 1993), hall1
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2.2.2 Kekuatan Akta sebagai Alat Bukti
2.2.2.1Pengertian Pembuktian

Dalam suatu perkara perdata atau dari keselurudizerpt
persidangan dalam penyeleksian perkara perdatabyseian
memegang peranan yang sangat penting. Dikatakarikidem
karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yemsengketa
diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaramdalil-
dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkanbplktian
inilah hakim atau majelis hakim akan dapat meneariukengenai
ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yanguéean pada
akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secagd, tepnar,
adil, atau dengan kata lain putasan hakim yand tigoa adil baru
dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktiaiand
persidangan penyelesaian perkara perdata di péagadi

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara.
perdata. Hukum Pembuktian dalam KUHPerdata yandurdia
dalam buku keempat di dalamnya mengandung segalanat
aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan Kepesan.

Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak,
atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatka
haknya itu, atau untuk membantah hak orang lairkama
orang itu harus membuktikan adanya hak itu ataumysda
kejadian itu.”

Serta ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia
mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya

sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,

%" R. SoebektiPembuktian dan DaluarsgJakarta, Intermasa, 1387), hal.43.
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menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuaktik
adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa yang harus tikark
dimuka sidang tidak hanya peristiwa-peristiwa atajadian-
kejadian saja, tetapi juga suatu hak. Dengan damildapat
dikatakan pula bahwa yang harus dibuktikan itu mpakan suatu
hak dan peristiwa, dan/atau kebenaran hak dangatastiwa yang
disangkal kebenarannya oleh pihak lain. Apabilaeceng
mengemukakan haknya sedangkan pihak lainnya tidak
menyangkalnya, maka orang yang mengemukakan hakbigr
tidak perlu membuktikan haknya tersebut.

Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa bebezapa t
tentang beban pembuktian yang dapat dipergunaké&agae
pedoman, antara lain yait@®

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka
(bloot affirmatief) vyaitu : 'Bagi siapa yang
mengemukakan sesuatu harus membuktikan dan bukan
yang mengingkari atau menyangkalnya'’;

2. Teori subyektif yang menyatakan bahwa suatsgso
perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau
bertujuan mempertahankan hukum subyektif yang
berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku
mempunyai hak harus membuktikan;

3. Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan
gugatan berarti penggugat meminta pengadilan agar
hakim menerapkan ketentuanketentuan hukum obyektif
terhadap peristiwa-peristiva yang diajukan. Oleh
karena itu penggugat harus membuktikan dan hakim

28 Martiman Prodjohamidjojdiilukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Neg@#akarta : Pradnya
Paramita, 1997), Hal. 42.
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tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa
tersebut;

4. Teori publik yang memberikan wewenang yanghlebi
luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan

mengutamakan kepentingan publik.

Dalam persidangan perkara perdata yang perlu diaukt
di muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan te#knya
suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini, hakimlamng berhak
memerintahkan kepada pihak yang berperkara untukkoriean
pembuktian. Dengan demikian, hakimlah yang menemulapa
yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang harus mektikan”, atau
dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagiabarbe

pembuktian.

2.2.2.2Jenis-jenis Alat Bukti

Dalam ketentuan hukum acara di Indonesia, penggalon
alat bukti dapat dibagi dalam 2 bagian besar yaifat bukti
menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdztam
persidangan perkara perdata yang dicari adalahnkede formil
walaupun secara eksplisit dalam HIR, Rbg maupuntBMk satu
pasal pun yang menyebutkan kebenaran formil dinthksu

Sistem peradilan perdata mendasarkan kebenararil,form
artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkazzedata
terikat mutlak dengan cara tertentu yang diatuamaHIR/Rbg.
Sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kelmefemail
yang berarti hakim terikat pada apa yang dikemukalaa pihak.
ltulah sebabnya mengapa alat bukti surat dijadie@bagai alat
bukti utama dalam persidangan perdata.

Ketentuan alat bukti dan pembuktian dalam perkara
perrdata terikat kepada stb, 1941 NO. 44 (HIR) daidPerdata.
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Berdasarkan 164 HIR dan pasal 1886 KUHPerdataakdatbukti
dalam hukum acara perdata adalah:

1. Surat atau bukti tertulis

2. Bukti dengan saksi

3. Persangkaan

4. Pengakuan

5. Sumpah

2.2.2.3Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Alat bukti surat pada umumnya disebut pula alattibuk
tertulis atau alat bukti tulisan. Intinya alat bukdisan yaitu segala
sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapatgerti
dan mengandung suatu pikiran tertentu untuk dipexigan
sebagai pembuktiaiPitlo berpendapat bahwa alat bukti tertulis
atau surat adalah segala sesuatu yang memuattemtabacaan
yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atadukun
menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergonsddaagai
pembuktian.

Bukti tulisan dibedakan menjadi :

a) Akta, yang mencakup akta otentik dan akta bawah

tangan.

b) Surat biasa (bukan akta).

Pada setiap akta otentik, yang juga terjadi patiaraitaris,
dibedakan kedalam 3(tiga) kekuatan pembuktiany yait
(1) Kekuatan pembuktian lahiriah
Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir
ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atagdakeea

% Rosa Agustina, Disampaikan pada acara sem®yoér notary Tantangan Bagi Notaris Indonesia”, (Jakarta :
Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).

UNIVERSITAS INDONESIA

Penerapan cyber..., Agung Fajar Matra, FHUI, 2012



35

lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu sueatgy
kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan gaakakta,
sampai dibuktikan sebaliknya.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian
lahir, sesuai dengan asas “acta publica probamtipses,
yang berarti bahwa satu akta yang lahirnya tanspalagai
akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebag ak
otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau
di hadapan pejabat, dimana tanda tangan pejabat itu
merupakan jaminan otentisitas dari akta itu, sefangleh
karenanya mempunyai kekuatan pembuktian lahir, maka
akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan
pembuktian lahir. Hal ini berarti bahwa akta di ladw
tangan baru berlaku sah, jika yang menandantanganin
mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu,

Artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya
oleh yang bersangkutan, barulah akta itu berlakaga
alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersaagku
(pasal 1875 KUH Perdata).

Orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu
digunakan, diwajibkan membenarkan (mengakui) atau
memungkiri tanda tangannya, sedang bagi ahli wgaisn
cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal aatat

tangan tersebdf.

(2) Kekuatan Pembuktian Formal
Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta

otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangktetah

%0 pasal 2 Sthl. 1867 No. 29, pasal 289 Rbg dan p&838 KUH Perdata.
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menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana tercantum
dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran daai yang
diuraikan oleh pejabatdalam akta itu apa yang dkak

dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatantya i
Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat
(ambteljike akte), akta itu membuktikan kebenarga a
yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dagaj
dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat undim

dalam menjalankan jabatanrifa.

Dalam hal ini, sudah pasti adalah: tanggal
pembuatan akta, dan keaslian tanda tangan pejabatesta
pihak serta saksi-saksi yang turut menandatangkia a
tersebut, serta kepastian bahwa para pihak ada
menerangkan seperti apa yang diuraikan/ dicantumkan
dalam akta itu, sedang kebenaran dari apa yanguigkan
oleh para pihak itu pada hakikatnya hanya pastarant

mereka sendiri.

(3) Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian materil ini menyangkut
pembuktian tentang materi suatu akta, memberi kiepas
tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihakkuletan
atau melaksanakan seperti apa yang diterangkam cedta
itu.

Akta pejabat sebagai akta otentik, tidak lain hanya
membuktikan apa yang disaksikan, yakni yang dilihat
didengar dan juga dilakukan sendiri oleh pejahatdlam
menjalankan jabatannya. Akta para pihak menuruangd
undang merupakan bukti sempurna bagi mereka dan ahl

warisnya dan sekalian orang yang mendapat hakydarin
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Subekti juga berpendapat bahwa suatu akta otentik
pada dasarnya mengandung 3 (tiga) macam kekuatan
pembuktiann, yaitu®?

a) Kekuatan pembuktian formil, yang berarti
membuktikan antara para pihak bahwa mereka
telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta
tersebut

b) Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti
membuktikan antara para pihak, bahwa benar
peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah
terjadi.

c) Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti
disamping sebagai pembuktian antara mereka
juga terdapat pihak ketiga di mana pada tanggal,
bulan, dan tahun yang tersebut dalam tersebut
telah menghadap kepada pegawai menerangkan

apa yang terdapat dalam akta tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sua
akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dibeal pejabat
umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat maraitkdibuat
dan dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang.

Demikianlah, suatu akta dapat dikatakan otentikbi#ga
dibuat dihadapan pejabat umum yang berkuasa utiukViaka
dapat dipahami bahwa seorang notaris, yang meropséarang
pejabat umum, mempunyai kekuasaan untuk membuti aslta
otentik.

Notaris memiliki kewenangan khusus dalam hal perarua

akta otentik yang tidak dimiliki pejabat lainnyageddiali undang-

32 Subekti, op.cit.,hal. 68
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undang secara khusus menentukan lain. Akta Otemtdh yang
dalam sistem hukum di Indonesia diakui sebagai ibyéihg
sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Peranan notaris didalam membuat akta otentik juga
ditegaskan didalam Undang-undang Jabatan NotarB0nahun
2004, dimana notaris berwenang untuk membuat atdatik.
Dimana akta otentik yang dimaksud adalah mengeeraiua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dihanuskkeh
peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta oteAtika Notaris
merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh dtaliadapan
notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkeh undang-
undang.

Dengan demikian, tanggung jawab notaris sebagabpe]
umum meliputi tanggung jawab jabatan notaris itodge yang
berhubungan dengan akta, diantaranya :

a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas ak@ yan
dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab
terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi
perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum
disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam
artian melakukan perbuatan yang menimbulkan
kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, daldsanar
tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan,
sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi udsuar
perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya
perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan
adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan
hukum disini diartikan luas, yaitu suatu pebuaidakt
saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar
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kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan
menimbulkan kerugian.

b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang
dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan
pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam
kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang
membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai
warga negara pada umumnya.

c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang
Jabatan Notaris (UUJN).

d. Tanggung jawab notaris berdarkan kode etik Organisa
(Ikatan Notaris Indonesia).

2.2.2.4Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akt
yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentiregao tujuan
tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang bemgenJadi
dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebuipcdibuat oleh
para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangbeti para pihak
tersebut, misainya kwitansi, surat perjanjian utpiugang,
ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilatgyaerupakan
perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dexkgamtentik.

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874084
KUHPerdata. Terhadap akta di bawah tangan apabdatanda
tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukda di
bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran temggn itu
melalui alat bukti lain. Dengan demikian selamaltatangan tidak
diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidalddamembawa
manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pbiaga

Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakka rakta di
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bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahlismg dan
orang-orang yang mendapat hak dari mereka, meropbléti
yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuataml dari
suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerdata).

Dalam akta di bawah tangan terdapat ketentuan khusu
yaitu akta di bawah tangan yang memuat suatu parnkiautang
sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyamasikatu
benda yang harganya ditentukan oleh sejumlah ueargs ditulis
seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatangaatau
setidak-tidaknya selain tanda tangan harus ditplisa oleh
penandatanganan sendiri dengan huruf-huruf jumiahg uatau
benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Agphhl ini tidak
dilakukan, akta di bawah tangan itu hanya dapatridib sebagai
sutu permulaan pembuktian dengan tulisan saja [(PE&&AL
KUHPerdata).

2.2.2 . 5Kekuatan Pembuktian Surat Biasa

Pada prinsipnya surat biasa ini dibuat tidak dermgaksud
untuk dijadikan alat bukti, apabila ternyata di kehan hari
digunakan sebagai alat bukti di persidangan hahyalarsifat
insidental atau kebetulan saja, misalnya terhadegt sinta, buku
catatan penggunaan uang. Sehingga surat-suratdgamiiian itu
dapat sebagai aiat bukti tambahan ataupun dapat pul
dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapatcdya.

Mengenai kekuatan pembuktian daripada surat thaga
dalam H.I.R maupun KUHPerdata tidak ada satu Pasajang
mengaturnya. Dengan demikian kekuatan pembuktisst fuasa
ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebagam
ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (i) dan (2) Pdsz83
KUHPerdata, adalah sebagai berikut :
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a) Surat-surat yang dengan tegas menyebutkanntenta
suatu pembayaran yang telah diterima.

b) Surat yang dengan tegas menyebutkan bahwaamcatat
yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu
kekurangan di dalam sesuatu alas h&le) bagi
seseorang untuk keuntungan siapa surat itu
menyebutkan suatu perikatan.

c) Catatan yang oleh seorang berpiutang (kreditor)
dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya
dipegangnya, jika apa yang ditulis itu merupakaatisu
pembebasan terhadap si berutang (debitor).

d) Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dihuduhk
kepada salinan dari suatu alas hak atau tanda
pembayaran, asal saja salinan atau tanda
pembayarannya ini berada dalam tangannya si begrutan
dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian dalam

arti surat-surat.

Internet sebagai Media Teknologi dan Informatika

2.3.1 Tinjauan Umum mengenai Internet sebagai Sarana
Telekomunikasi

Dewasa ini, di dalam dunia yang semakin berkemisanig dalam
era globalisasi teknologi internet sudah digunasdei semua pihak dan
juga digunakan sebagai alat telekomunikasi dalarbdgai aspek, baik
aspek ekonomi, aspek sosial, dan merambah ke tukiam yang juga
menggunakan internet sebagai medianya. Penggumnigandt ini semakin
berkembang dikarenakan oleh biayanya yang muratensnya sangat
praktis serta efisien, sehingga dapat menghematuvgsta tenaga yang
dibutuhkan.
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Menurut  wikipedia, secara harifiah Internet (kepekah
dari interconnection-networking) ialah sistem glothari seluruh jaringan
komputer yang saling terhubung menggunakan stantemet Protocol
Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di sdiurdunia.
Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistenmgater umum, yang
berhubung secara global dan menggunakanTCP/IP aehagtokol
pertukaran paketpécket switching communication protocdRangkaian
internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara ghmédsungkan
rangkaian dengan kaedah ini dinamakaarnetworking™

Secara sederhana internet didefenisiskan sebagail faentuk
jaringan komunikasi antar jaringan komputer dengagkup internasional
(global), ataupun istilah umum yang dipakai untuknemjuk network
tingkat dunia yang terdiri dari jutaan komputegaaan servis, dan sistem
informasi*

Dengan menggunakan media internet yang tersebaeldruh
penjuru dunia dan di berbagai tempat, semua oramigdapat saling
terhubung dan berkomunikasi satu sama lain dengpatcseketika, dan
tanpa batagborderles}. Peranan internet sudah berkembang menjadi
media ataupun sarana pertukaran informasi maupudmnartedekomunikasi
interaktif global dalam skala yang sangat besarkampleks.

Ide terciptanya suatu jaringan global yang diketeigan internet
ini pertama kalinya dicetuskan pada tahun 1948 ®erbert Wiener,
seorang profesor Matematika ddtassachusette Institute of Technology
(MIT) dalam bukunya yang berjudul Cybermatics, yaitembandingkan
cara kerja informasi dalam suatu proses komunikasara peralatan
elektronik (mesin) dengan sistem syaraf pada manusagasan inilah
yang berkembang menjadi konsepberspaceatau virtual world dan
kemudian melandasi lahirnya internet di kemudiam ha

33 http://id.wikipedia.org/wiki/Internetdiakses Januari 2012
34 Andino Maselenakamus Istilah Komputer dan Informatik#ogyakarta : llmukomputer.com,2003).
% Internet History -- One Page Summary, http://wwsinbinternet.com/i/ii_summary.htnDiakses Desember 2011
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Kemudian pada tahun 1969 internet kembali dikemkamgleh
Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam swayel yang dikenal
dengan ARPA-Net Advanced Research Project NetwQrkBroyek ini
dikerjakan untuk keperluan militer dengan mengergkan suatu sistem
jaringan sederhana yang menghubungkan sebuah kemplut Utah
dengan tiga buah komputer di California. Karena ekie@silan dan
manfaat yang dihasilkannya, sistem komputer-janngtau internet ini
berkembang sangat pesat dan mulai digunakan urtldagai keperluan
non militer khususnya di bidang akademis, komersddn layanan
publik.>®

Dengan banyaknya manfaat, fasilitas-fasilitas séeaudahan
internet dalam perkembangannya, maka setiap oramgndpun Kkini
menggunakan internet sebagai sarana komunikasil@amndoerbagai aspek

kehidupan.

2.3.2 Penggunaan Internet sebagai Media Transaksi Ekonomi

Salah satu manfaat internet bagi kehidupan maryasig paling
menonjol adalah penggunaan internet sebagai meghgatksi ekonomi.
Media internet banyak diaplikasikan dalam bidangsnisi serta
perdagangan atau yang biasa dikenal dengkttronic commerce.
Electronic commercesaat ini telah menjadi salah satu bagian penting
dalam melakukan transaksi bisnis modern dengan amé&dmputer
berbasis internet.

Seperti yang dikemukakan David Baumlectronic commerce
didefenisikan sebagai transaksi perdagangan seslaidronik antara
penjual dan pembeli dalam suatu hubungan kontrakkupenyedian
barang dan jasa atau suatu pengalihart hak.

Namun selain manfaat-manfaat tersebut bagi trandbissis,

tentunya terdapat pula resiko maupun hambatan yaogcul dari

% Ahmad Bustamilnternet, Homesite, dan HTMUakarta: Dinastindo 1999), hal.3.
37 Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudilengenal E-Commerd@akarta: Elex Media Komputindo,2001),hal.2.
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penggunaan media internet. Resiko yang terjadi plamggunaan media
internet ini dapat terjadi apabila tidak diantisipaleh para penggunanya.
Dengan menggunakan media internet yang bersifalikpubaka akan
membuka celah keamanan yang memungkinkan terjadimgeupsi dari
pihak luar yang tidak berkepentingan. Selain hakefeut berbagai
perjanjian-perjanian dagang yang dilakukan dengadiannternet ini pula
dapat diketahui oleh pihak lain, bahkan dapat pidari oleh pihak yang
memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan yaaakt baik.

Sedangkan hambatan yang mungkin terjadi dari peraggumedia
internet bagi transaksi bisnis dapat bersifat psiis, dimana terjadi
keraguan atau sikap skeptis dari para user atankedn informasi berupa
data yang dipertukarkan, dimana segala sesuatuiigiukhn tanpa
memerlukan kehadiran fisik dari para pii&Belain hal tersebut,
hambatan lainnya muncul dari segi hukum, dimanahrzenyak negara
yang belum memiliki peraturan perundangan khusuegyaampu
menjamin kepastian hukum atas segala proses dansaksi yang
dilakukan melalui media internet.

Pada hakekatnya keamanan suatu informasi elekfrteminasuk
data-data didalamnya, yang dipertukarkan dalamgan internet sangat
ditentukan oleh akuntabilitas dari sistem elekikatu sendiri. Diperlukan
tanggung jawab maupun kepercayaan dari pihak yaegrabsaksi
maupun peranan dari pemerintah dan profesional, sudnya
penyelenggara jasa ataupun jaringan telekomuni@sg bersangkutan
dengan media internet.

Untuk dapat melakukan pertukaran informasi danstaksi bisnis
yang aman dan dapat dipercaya, maka membutuhkahahaebagai
berikut 2°

1) Jaringan telekomunikasi yang aman dan dapat dip&rca

38 Arsyad SanusE-Commerce Hukum dan Solusinjekarta : PT.Mizan Grafika Sarana,2001), hal 31
% Riyeke Ustadianto, Framework E-Commerce (Yogyakakndi,2001) hal.52.
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2) Alat yang efektif untuk melindungi sistem informagang
diberikan oleh jaringan tersebut;

3) Alat yang efektif untuk membuktikan dan menjamin
perlindungan data dari penggunaan ilegal pada nrder
elektronik;

4) Para user internet yang telah terlatih dan pahatmadep
mekanisme pengamanan dari data mereka di sistenggar
tersebut.

Apabila hal-hal tersebut dapat diaplikasikan dalpemggunaan
transaksi bisnis melalui media internet, diharapldapat meminimalisir
resiko maupun hambatan yang akan timbul di lain har

2.3.3 Persyaratan Hukum dalam Transaksi Online / Elektronk

Menurut Grace Giovani dalam transaksi online, sedawkum
harus memenuhi lima persyaratan hukum, y&ftu :

a) Authenticy(otentitas)

Persyaratan ini berkaitan dengan otentitas/keaghiéiak yang
terlibat dalam suatu komunikasi online. Persyaraiain merupakan
persayaratan praktek dalam bisnis pada umumnyapaselk dalam
praktek notaris. Dalam KUHPerdata disyaratkan unhdberapa hal
dibuat akta otentik, misalnya surat wasiat dan akiah.

Dalam authencityterkandung suatu kewenangan seseorang untuk
melakukan sesuatu. Seorang notaris yang belum diasnmpahnya
membuat suatu akta maka akta itu tidak dapat &tekdrena si pembuat
akta tidak berwenang, sekalipun cakap sebagai isot@emikian pula
dalam komunikasi online di internet akan memenuylairat authenticity

apabila orang yang melakukan komunikasi onlineadalah benar-benar

“0 http://notarisgracegiovani.com/Hukum-Online/Perat@an-Hukum-dalam-Transaksi-Online.htmliakses pada
Desember 2011
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memperhatikan syarat ini atau jika tidak maka atajadi perselisihan.
Untuk itu diperlukan suatu hal-hal pendukung yargpad memastikan
persayaratan itu dipenuhi, yaitu tanda tangan reei (Digital
signaturg, Sertifikat otentitasGertificate Authority.

b) Integrity (Keutuhan)

Persyaratan ini berkaitan dengan ketepatan damdeean suatu
komunikasi. Pesan, data atau informasi yang dikolen yang diterima
haruslah sama dan lengkap. Pesan, data atau irdioitmebukan pesan
hasil rekayasa atau pesan, data atau informasitigaigutuh.

Dalam mekanisme non elektroniktegrity dapat ditemukan pada
penggunaan tinta permanen yang tdak dapat dihdpalem praktek
notaris, persyaratamtegrity dapat ditemukan dalam bentuk akata yang
sudah tertentu, yaitu kepala akta, komparisi, pemisi akta dan akhir
akta.Ketidaklengkapan bagian akta menyebabkan taydegrity ini tidak
dipenuhi. Apabila syrat ini tidak dipenuhi, makdommasi, komunikasi
dan dokumen elektrik yang disampaikan tidaklah gs#m tidak
memberikan kepastian hukum sehingga dapat menimbiplerselesihan
antara pihak yang terlibat didalamnya. Untuk meangjterpenuhinya
persyaratan ini diperlukan infrastruktur penunjasegperti public key

infrastructure
¢) Nonrepudiation

Para pihak yang berkomunikasi tidak dapat menydngkagenai
apa yang telah dilakukan dalam komunikasi onlimeeteut. Persyaratan
ini sangat mendasar bagi transaksi elektronik dangara pihak
mengandalkan komunikasi secara elektronik. Dalamktpk notaris,
syarat ini dapat ditemukan di komparisi yang didukubukti-bukti
pendukung identitas seperti Kartu Tanda Pendudulitipn akta
kelahiran dan fotokopinya dilekatkan pada minuttaakan pemenuhan

syarat ini ditemukan juga pada akhir akta dimanamomembacakan isi
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akta kepada para penghadap dan para saksi untukdi@mpara pihak
yang menghadap, para saksi dan notaris sendirindatengani akta yang
dibuat. Dengan demikian akta tersebut tidak dapasandgkal

pembuatannya, keberadaannya dan kebenarannyaaskepgnghadap.
d) Writing and Signature

Dalam banyak kasus terdapat persayaratan adanya tbrtllis
(hitam atas putih) dan tanda tangan para pihak terigat. Hal ini tentu
penting guna pembuktian apabila terjadi suatu fisiis&n. Persyaratan ini
bertalian erat dengan persyaratan nonrepudiaticseliat di atas dan
untuk menjamin terpenuhinya persyaratan ini dig@ahu adanya

infrastruktur digital.
e) Confidentiality/Privacy

Pengendalaian informasi yang diketahui para piRaksyaratan ini
penting untuk melindungi kerahasiaan seseoranggseltontoh : nomor
kartu kredit, rekam medis seseorang, data ataunw® rahasia dan
penting milik perusahaan, minuta akta. Data pentingng
dikomunikasikan secara online penting untuk dilimgiu jika tidak
mungkin ada orang-orang yang menyalahgunakannnyg kepentingan

sendiri.

2.3.4 Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik berdasarkan pada pasal 1 aydaihdang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah setiap inforrakditronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpdalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnyang dapat dilihat,
ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer amstem elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, sgarapar, peta, rancangan,

foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kodeesgksymbol, atau
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perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahateh corang yang
mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat digadiklat bukti
yang sah, menurut Undang-undang Informasi dan &kanslektronik,
suatu dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dkigad alat bukti
apabila menggunakan sistem elektronik yang andal aaman, serta
memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

a. Dapat menampilkan kembali informasi elektroniin/atau
dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan neeasr
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, ked&tmnt
kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektralalam
penyelenggaraan system elektronik tersebut;

c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atanojyde dalam
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yagndmkan
dengan bahasa, informasi, atau simbol yang damethdmi
oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaiasam
elektronik tersebut; dan

e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk jaga
kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung-jawabaeguoatau

petunjuk.

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjkidliza suatu
transaksi komersial elektronik ®@mmerce Untuk menentukan kapan
terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi kaahestektonik €-
commrcé. Hasil print out dari sebuah dokumen elektrorakg dihasilkan
dalam pertukaran informasi, selayaknya memilikaingembuktian yang
sama seperti bukti tulisan lainnya. Dalam memutwetis perkara, tentu
saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum gea@g mengatur

masalah pembuktian.
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2.3.5 Sistem Keamanan Jaringan dalam Pertukaran Data Seca
Elektronik

Untuk melindungi kerahasian data elektronik yangkdiéan
dengan sistem jaringan keamanan dalam pertukatarsdeara elektronik
digunakan teknik enskripsi-deskripsi terhadap ngessgang dikenal
dengan teknik kriptograficfyptography, tanda tangan digitaldigital
signaturg, certification authority (CA) sebagai lembagatéei (rusted
third party) yang dapat mengeluarkan sudigital sertificatekepada user

(pengguna) yang akan bertransaksi secara onliredungledia internet.

2.3.5.1Teknik Kriptografi

Definisi  Kriptografi jika diartikan secara umum
adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaataberselain
pengertian tersebut terdapat pula pengertian ilmangy
mempelajari teknik-teknik matematika yang berhulmmg
dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan
data, keabsahan data, integritas data, serta iatsirdata’

Pada intinya kriptografi terdiri dari dua unsur,itya
enkripsi éncryptior) dan deskripsidecryptior). Enkripsi adalah
proses untuk membuat suatu informasi menjadi tidiapat
dipahami bagi para pihak yang tidak berwenang. 1Sgdm
deskripsi adalah proses untuk membalik enkripsiallapbentuk
aslinya sehingga informasi tersebut dapat dibao#laé.

Di dalam penggunaan jaringan internet dikenal dirasj
sistem  kriptografi, yaitu kriptografi simetris symetric
cryptography dan kriptografi asimetrisa§ymetric cryptography

Kriptografi simetris adalah kriptografi yang diddsan
pada penggunaan kunci rahasia tunggeigle secret kgy Kunci

rahasia tunggal ini digunakan oleh kedua belahkpylaag terlibat

! http://id.wikipedia.org/wiki/Kriptografj Diakses Desember 2011
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dalam suatu hubungan komunikasi dimana pihak pemgir
menggunakan kunci tersebut untuk melakukan enskigs pihak
penerima juga menggunakan kunci yang sama untukkonehn
dekripsi.

Sedangkan kriptografi asimetris merupakan suattersis
dimana pesan yang telah dienskripsi dengan menggaonieunci
yang satu tidak mungkin dideskripsi apabila tidaknggunakan
kunci kedua yang merupakan pasangannya, demikiala pu

sebaliknya.

2.3.5.2Tanda Tangan Digital

Menurut wikipedia, pengertian Tanda tangan atawafPar
adalah tulisan tangan, kadang-kadang diberi gajsatutertentu
dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainayay ditulis
pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitaskdenauan.
Tanda tangan berlaku sebagai ségel.

Sedangkan menurut Asril Sitompul tanda tangan hdala
data yang apabila tidak dipalsukan dapat berfungsiuk
menyatakan orang yang tertera pada suatu dokunteju sienga
apa yang tercantum pada dokumen yang ditandatarygaitii*®

Secara umum, penandatanganan suatu dokumen bertujua
untuk memenuhi keempat unsur di bawah ini :

« Bukti: Sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu
dokumen dengan mengidentifikasikan penandatangan
dengan dokumen yang ditandatangani.

+ Formalitas: Penandatanganan  suatu  dokumen
‘memaksa’ pihak yang menandatangani untuk

mengakui pentingnya dokumen tersebut.

42 hitp://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangaPiakses Desember 2011

3 Asril Sitompul,Hukum Interet — Pengenalan Mengenai Masalah Huku@ybterspacéBandung: Citra Aditya

Bakti, 2001), hal 42.

UNIVERSITAS INDONESIA

Penerapan cyber..., Agung Fajar Matra, FHUI, 2012



51

« Persetujuan: Dalam beberapa kondisi yang disebutkan
dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan
persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi
dari dokumen yang ditandatangani.

- Efisiensi: Sebuah tanda tangan pada dokumen gertuli
sering menyatakan klarifikasi pada suatu transdéasi
menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar gpag
telah dituliskan.

Seiring dengan perkembangan zaman, kini dikenah pul
tanda tangan digitaDgital signaturg. Dimana fungsi dari tanda
tangan yang dibuat secara elektronik atau digitalbeerfungsi
sama dengan tanda tangan yang dibuat pada dokwoarma syata.
Pengertian tanda tangan digital itu sendiri, menWUITE yaitu
“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yendjri atas
Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasaua terkait
dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakabagai alat
verifikasi dan autentikasi.”

Kemudian di dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undandho.
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektron
menyatakan bahwa, Tanda Tangan Elektronik memnigkuatan
hukum dan akibat hukum yang sah selama memenusygratan
sebagai berikut:

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkaitdany

kepada Penanda Tangan;

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat
proses penandatanganan elektronik hanya berada dala
kuasa Penanda Tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik
yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui;
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d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang
terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa
Penanda Tangan telah memberikan persetujuan
terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 12 undandany
no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksktienik,
dikatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalamddarangan
Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan &dtasda
Tangan Elektronik yang digunakannya. Pengamanag Yanus
dilakukan atas tanda tangan elektronik yang diganaka tersebut
sekurang-kurangnya meliputi :

a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yanaktid
berhak;

b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehatihatia
untuk menghindari penggunaan secara tidak sah
terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan
Elektronik;

c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda,
menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara
Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yangklaya
dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada
seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap
memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada
pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik
jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan

Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
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2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat
menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan
akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan
Elektronik; dan

d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk
mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan
harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua
informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik

tersebut.

Penggunaan tanda tangan digital memerlukan duagros
yaitu dari pihak penandatangan serta dari pihalem®a. Secara
rinci kedua proses tersebut dapat dijelaskan seébagaut:

« Pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai
hash (nilai representasi digital atau semacam gualik
yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privangiu
public yang digunakan dengan system kriptografi).
Untuk menjamin keamanan nilai hash maka seharusnya
terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda
tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua
dokumen serta kunci privat yang berbeda.

- Verifikasi tanda tangan digital adalah proses
pengecekan tanda tangan digital dengan merefesmsik
ke dokumen asli dan kunci publik yang telah dikeamik
dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda
tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama
menggunakan kunci privat yang berkorespondensi

dengan kunci publik.

Dengan demikian apabila hal-hal tersebut telah

terpenuhi, maka suatu tanda tangan digital jugatdap
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memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang dardal
tada tangan secara konvensional.

Seseorang yang membubuhkan tanda tangan digitinya
dianggap mengakui apa yang ditulisnya secara
keseluruhan dalam dokumen elektronik yang
bersangkutan. Dalam hal ini, tanda tangan digital
memiliki sifat‘one signature documentdimana
bilamana terjadi perubahan sedikit saja pada tulisa
yang dikirimkan maka tanda tangan digitalnya punaka
berubah dan akan menjadi tidak valid lagi dalam

kaitannya dengan si penandatangan.

2.3.5.3 Certification Authority

Aspek penting lain sehubungan dengan pengamanamdal
pertukaran data secara elektronik adalah mengeapa syang
berwenang untuk menjamin identitas yang benar dan
mempublikasikanpublic keydari para pihak yang bertransaksi.
Dalam transaksi melalui internet, dimana para pibaling tidak
bertemu secara fisik, harus ada mekanisme terggantg mampu
menjamin identitas dari para pihak yang berkaitmsebut untuk
menghindari terjadinya penipuan, bertransaksi demiaak palsu
yang menyamar sebagai pihak yang dikehendaki.

Untuk menjamin keamanan dalam bertransaksi melalui
internet tersebut, harus ada otoritas khusus yangdmang untuk
memverifikasi, bersifat independen, dan dapat dgg {rusted
third party), yang dalam hal ini dikenal dengda®@ertification
Authority (C.A.)

C.A berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercay

untuk memberikan kepastian atau pengesahan terhddaptas
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dari seseorang atau pelanggan (klien C.A. terseBatain itu C.A.
juga mengesahkan pasangan kunci publik dan kumzatpmilik
orang tersebut. Proses sertifikasi untuk mendapapleamgesahan
dari C.A. dapat dibagi menjadi 3 tahap :

1. Pelanggan atasubscribermembuat sendiri pasangan
kunci privat dan kunci publiknya dengan menggunakan
softwareyang ada di dalam komputernya

2. Menunjukan bukti-bukti identitas dirinya sesuai gam
yang disyaratkan C.A.

3. Membuktikan bahwa dia mempunyai kunci privat yang
dapat dipasangkan dengan kunci publik tanpa harus

memperlihatkan kunci privatnya.

Tahapan-tahapan tersebut tidak mutlak harus sepertas,
akan tetapi tergantung pada ketentuan-ketentuarg yiahah
ditetapkan oleh C.A. itu sendiri. Hal ini berkaitdengan level
atau tingkatan dari sertifikat yang diterbitkanrmyan level atau
tingkatan ini berkaitan juga dengan besarnya kemggra yang
diperoleh pelanggan'Subscriber" berdasarkan sertifikat yang
didapatkannya. Semakin besar kewenangannya yaagptih dari
suatuDigital certificate yang diterbitkan oleh C.A. semakin tinggi
pula level sertifikat yang diperoleh serta semaketat pula
persyaratan yang ditetapkan oleh C.A. Sebagai bpniotuk
mendapatkan suatu sertifikat yang mempunyai leeglehnangan
yang cukup tinggi, terkadang C.A. bahkan memerluketmadiran
secara fisik si"subscriber" sehingga C.A. dapat memperoleh
kepastian pihak yang akan memperoleh sertifikaetait.

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut diuji
keabsahannya maka C.A. menerbitkan sertifikat paigen (dapat
berbentuk hard-copy maupun soft-copy). Sebelum diokan
secara luas'subscriber” terlebih dahulu mempunyai hak untuk

melihat apakah informasi-informasi yang ada paddifigat
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tersebut telah sesuai atau belum. Apabila inforamisrmasi
tersebut telah sesuai maka subscriber dapat memgkamu
sertifikat tersebut secara luas atau tindakan hatsedapat
diwakilkan kepada C.A. atau suatu badan lain yaegvenang
untuk itu (suatu lembaga notariat). Selain untukneuhi sifat
integrity dan authenticity dari sertifikat tersebut, C.A.aak
membubuhkaligital signaturemiliknya pada sertifikat tersebtit.

Informasi-informasi yang terdapat di dalam seréfik
tersebut diantaranya dapat berupa :

1. Identitas C.A. yang menerbitkannya.

2. Pemegang atau pemilik ataubscriberdari sertifikat

tersebut.
3. Batas waktu keberlakuan sertifikat tersebut.

4. Kunci publik dari pemilik sertifikat.

Setelah sertifikat tersebut diumumkan maka pihdlapoi
lain dapat melakukan transaksi, transfer pesan larbagai
kegiatan dengan media internet secara aman denlgak pemilik
sertifikat.

Fungsi-fungsi C.A yang telah kita bicarakan di adapat
kita golongkan sebagai berikut :

1. Membentuk hierarki bagi penandatanganan digital.

2. Mengumumkan peraturan-peraturan mengenai

penerbitan sertifikat.

3. Menerima dan memeriksa pendaftaran yang diajukan.

24  Tinjauan Umum mengenaiCyber Notary

24.1 PengertianCyber Notary

* http://len.wikipedia.org/wiki/Public_key _infrastruce, diakses tanggal 20 Juli 2006
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Sebelum membahas lebih lanjut mengenai fenomeszanataris
secara elektronik, penulis akan menjabarkan kodaaplefinisi mengenai
cyber notary Ada dua istilah yang dipakai di dalam fenomesa jaotaris
melalui media internet yaitCyber notarydan electronic notarization
Walaupun sudah sering dijumpai dalam berbagai ekadit dunia, sampai
saat ini belum ada pengertian ataupun definisi yamgngikat/pasti
mengenai kedua hal ini.

Cyber notarypada intinya merupakan suatu konsep umum yang
sering dipakai dalam berbagai tulisan ilmiah yangnyebutkan fungsi
notaris yang diaplikasikan dalam transaksi atau uhghn secara
elektronik, melalui media internet.

Menurut  Prof.Hikmahanto Juwana, istilalCyber notary
dimunculkan pertama kali pada tahun 1994 olehiff@mation Security
Committee of the American Bar Associati@omite ini membayangkan
ada satu profesi yang mirip dengaotary public(pada sistentommon
law) namun dokumen yang ada di tangannya berbasigaiék dimana
fungsi profesi ini adalah menguatkan tingkat kepgaean atas suatu
dokumen. Dalam konteks demikian maggber notaryberperan untuk
mengotentifikasi dokumen berbasis elektronik meledua-cara elektronik
dimana otentifikasi bisa diprint out atau diverd#k segera dimana saja.
Cyber notaryjuga dapat berperan dalam rangka memastikan kephdk
di lain negara ketika pihak yang melakukan transdkssuatu negara
benar-benar atas kesadarannya sendiri dan tanpaagrakataupun
ancaman telah menandatangani dokumen yang beebelsisonik?

Hal ini diperjelas oleh Theodore Sedwick, manajari €yber
notary Project-US Council for International Busisegng menjelaskan
bahwa istilah cyber notary dipakai untuk menggambarkan suatu
kombinasi dari fungsnotary-publicsecara konvensional dan aplikasinya

dalam transaksi elektronikyber notarydalam hal ini diibaratkan sebagai

> Hikmahanto Juwana, Disampaikan pada acara sefrilyder notary Tantangan Bagi Notaris Indonesia”,
(Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).
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pengaman dalam lalu lintas transaksi elektronikafoelinternet. Hal ini
dapat terjadi melalui penerapan fungetary-publicsecara konvensional,
yaitu otentik secara otomatis atau elektronik dangaemanfaatkan
infrastruktur umum yang ada serta tanda tangartretgk.*® Untuk itu,
seorangcyber notarydikatakan harus memiliki kualifikasi yang tinggi d
bidang teknologi informasi, selain dari kemampuaokum yang
dimilikinya sebagai landasan.

Fungsi utama darCyber notaryadalah melakukamwertification
dan authentication dalam lalu lintas transaksi elektronik. Fungsi
certification dalam hal inimemiliki arti kewenangan untuk bettk
sebagai Certification Authority (trusted third-party) yang dapat
mengeluarkardigital certificate dan public keykepada para pihak yang
memerlukan. Sedangkan fungsithenticationdalam hal ini berkaitan
dengan aspek hukum yang dipersyaratkan bagi transalkektronik
tersebut.

Aspek hukum ini dalam prakteknya biasanya berupsasiean
tanggal dan waktu terjadinya transaksi yang disahkatarized oleh
cyber-notarydengan cap notaris elektronikléctronic notary sealdan
disimpan dalam protokolnya untuk keperluan penparsi tanpa
menyinggung mengenai status akta otentik sebagainyang dikenal
dalam praktek notariativil law. Apek hukum inilah yang membedakan
Cyber notary dengan Certification Authority yang hanya mampu
menjamin keamanan transaksi hanya dari segi teknis.

Setiap transaksi elektronik yang memanfaatkan ¢gbar notary
diharapkan akan memiliki kekuatan hukum secara ajlolhal ini
disebabkan karena transaksi elektronik itu segding bersifat melampaui
batas-batas teritorial negatao(dles3. Apabila dihilat dari segi ini, hal ini
tentu menyimpang dengan konsep notariat di negagara yang

menganutivil law, khususnya Indonesia, dimana praktek notaris a#bat

“® Theodore Sedwick Barassi, The CyberNotaPyblic keyregistration and Certification and Authenticatizfn
international Legal transactions, “http://www.abboey/sgitech/ec/en/cybernote.htrbiakses Desember 2011.
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oleh ruang lingkup teritorial tertentu yang diatlidalam undang-undang
Jabatan Notaris. Dari hal-hal tersebut, dapat diiam bahwa pada
intinya cyber notarymerupakan suatu konsep yang mengkombinasikan
fungsi notaris secara konvensional dalam aplikasisgcara elektronik
melalui internetgyberworld.

Sedangkan istilalElectronic notary menurut Prof hikmahanto
Juwana pertama kali dimunculkan oleh Delegasi R&satalamTEDIS
legal Workshoppada theEuropean Union’s 1989 EDI Confrencdi
Brussels. Dalam konteks ini ada pihak ketiga yamdependen yang
melakukan pencatatan terhadap transaksi antar& pdreg satu dengan
pihak yang lain yang berbasis elektroffik.

Jadi pada intinyaglectronic notarymerupakan proses notarisasi
(otentikasi) suatu tanda tangan pada dokumen eflgktmelalui metode
tertentu, yang mengarah pada output berupa akgialoyang dihasilkan
atau diproses secara elektronik.

Dalam prakteknya,electronic notary bisa bervariasi diantara
negara-negara yang satu dengan yang lainnya, leaira prosedural,
fungsi, pengangkatan, atupun mekanisme teknologgy yagunakan. Hal
tersebut tergantung dair perangkat hukum yang ntemgea dan sistem
hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwaepsrgyber
notary yang digunakan di dalam tesis ini merupakan atanumujuk pada
istilah cyber notarysebagai seorangotary public sebagai profesi yang
diangkat secara resmi menurut hukum negara yanspigkutan, dan
bukan Certification Authority sebagai lembaga teknis non-hukum yang

memang pada prinsipnya memiliki kesamaan dengasegmyber notary

" Hikmahanto Juwana, Disampaikan pada acara sefrilyder notary Tantangan Bagi Notaris Indonesia”,
(Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).
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2.4.2 Awal Mula Konsep Cyber Notary di Indonesia

Gagasan untuk menerapkayber notary di Indonesia sudah
muncul semenjak tahun 1995, tetapi dengan berbagterbatasan
peraturan serta tidak adanya dasar hukum yang rkenduuntuk
memfasilitasi hal tersebut makayber notarytersebut hanya menjadi
sebuah konsep saja.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, bidanginmhuk
maupun bidang teknologi mengalami perkembangan Yymewtu pesat.
Berbagai kemajuan ini telah mempengaruhi banyakekasgalam
kehidupan. Sehubungan dengan dunia notaris, kemdglaologi dan
hukum di Indonesia ini membuat konsep mengegber notarykembali

dikemukakan.

Hal ini semakin mengemuka dengan adanya kemungkinguk
melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dergraggomakan
sarana media elektronik dalam Undang-undang Norf@oif @hun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta dijadjkanimformasi
elektronik/dokumen elektronik/cetakannya sebagat &lukti yang sah
dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangrniet dan
Transaksi Elektronik (UUITE).

Selain hal-hal tersebut, penggunaan komputer da@glembuatan
fisik akta dan pada proses pendaftaran badan hukealui Sistem
Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) menéaata bahwa
notaris di Indonesia sudah mulai menggunakan sisteknologi
dan/komputerisasi dalam menjalankan jabatannya di.

SABH adalah sebuah sistem komputerisasi pendibadan
hukum yang diterapkan di Kementerian Hukum dan KBalsi Manusia
Republik Indonesia (Kemenkumhaff).Adapun yang menjadi dasar

adanya SABH saat ini adalah Pasal 29 UUPT. Sisiigianggap mampu

* Sistem Administrasi Badan Hukum, http://www.sisminbakum.go.id/kumdang/newsla.php, diakses

Januari 2012.
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menjawab berbagai persalahan pendaftaran badammhoienjadi lebih
cepat, tumpang tindih data pendaftaran juga dajatanhgi, lebih aman
dan transparan.

Kesuksesan SABH telah menginspirasi banyak pihakuku
mempergunakan kecanggihan teknologi dalam prosesbysgan akta
notaris. Notaris sebagai pejabat publik yang bempetalam pembuatan
perjanjian perdata sangatlah dibutuhkan di era gmendgan bebas.
Berbagai kontrak internasional banyak terjadi damm@rlukan notaris
dalam menuangkannya dalam sebuah akta otentik ggghirdapat
memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tumtutdéuk membuat
kontrak secara cepat dan akurat pun tidak terhkadgarHal ini tentunya
semakin menguatkan bahwa konsgyber notarydi Indonesia sudah

merasa diperlukan.

2.4.3 Cyber Notary di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas

KehadiranCyber notarydi Indonesia semakin dipicu dengan isi di
dalam pasal 77 Undang-undang Nomor 40 Tahun 200@rtg Perseroan
Terbatas (UUPT), yang menentukan bahwa selain pemygaraan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat dilmkukan
melalui media telekonfrensi, video konferensi, ataarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua pes&tPS saling
melihat dan mendengar secara langsung serta bsipast dalam rapat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diuraikarwdaselain
pelaksanaan RUPS vyang konvensional, dapat pula kudia
menggunakan media tertentu, yaitu :

* Media telekonferensi

* Video konferensi, atau

» Sarana media elektronik lainnya.
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Media-media yang akan digunakan dalam RUPS beidas&asal
77 UUPT tersebut bersifat alternative, dalam amgantung pihak yang
berkompeten dalam memilih media yang digunakamu&&/PS tersebut.

Pilihan media yang dimaksud di atas, harus mememihimal
tiga syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

» Peserta harus saling melihat secara langsung,

» Peserta harus saling mendengar secara langsung,

» Peserta berpartisipasi dalam rapat.

» Harus berada di dalam wilayah yang ditentukan

Hal ini berarti, apabila salah satu syarat tidatpdauhi, maka
media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untukdikpn media
dalam pelaksanaan RUPS.

Hal lain juga harus diperhatikan dalam UUPT ad#&labkal 76 ayat
(1) UUPT bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukasepsan atau
tempat perseroan tersebut melakukan kegiatan ugalyang utama, serta
Pasal 76 ayat (2) bahwa RUPS Perseroan Terbukat digdakan di
tempat kedudukan bursa di mana saham perseroatatdara Tempat
RUPS tersebut harus terletak di wilayah Negara Bldpindonesia (ayat
3).

Ketentuan UUPT di atas masih dibatagi bleh ketentuan lain
dalam Pasal 77 ayat (4) bahwa setiap penyelenggaRd#PS harus
dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan diteanuigdéni oleh semua
peserta RUPS.

Berdasarkan UUPT dapat dilihat bahwgabaana pun cara RUPS
nya, tapi RUPS tersebut dilakukan di tempat kedadulPT yang
bersangkutan (kantor pusat). Jadi, walaupun RUR&kukian dengan
menggunakan salah satu media yang dipilih, tapi Rbd#rus dilakukan di
tempat kedudukan PT yang bersangkutan. Artinyag yaenjadi pusat
komunikasi adalah di kantor pusatnya (tempat kekiaigloya), dan risalah

rapat harus disetujui dan ditandatangani oleh sepesarta RUPS. Hal

UNIVERSITAS INDONESIA

Penerapan cyber..., Agung Fajar Matra, FHUI, 2012



63

yang terakhir inilah yang belum diatur lebih langdalam UUPT, yaitu

tentang tata cara persetujuan dan penandatangarigp®JPS, sehingga
tandatangan yang dimaksud dalam UUPT harus ditafsirsebagai

tandatangan konvensional atau tradisional.

Pelaksanaan RUPS, hanya dapat dilaku#anluar tempat
kedudukannya dan dibursa di mana sahamnya tejdatdPasal 76 ayat
(4) dianggap mengecualikan Pasal 76 ayat (1) dan(@y UUPT. Hanya
saja Pasal 76 ayat (4) sebaiknya tidak ditafsitk@mikian, karena Pasal
76 ayat (4) sendiri tetap merujuk Pasal 76 ayatdél) ayat (2) sebagai
tempat pelaksanaan RUPS, sehingga pelaksanaan RAIBS di tempat
kedudukan PT atau di bursa tempat sahamnya tercatat

Pasal 76 ayat (4) yang dimaksud mehkentibahwa jika dalam
RUPS hadir dan /atau diwakili semua pemegang sattam semua
pemegang saham menyetujui adanya RUPS dengan ageridatu,
RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhakiétantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sehubungan dengan hal tersebut, lalu kemudianbditgkan
kembali dengan pembahasan mengeyder notary adanya ketentuan
mengenai hal ini tentunya membuka peluang sertaungkinkan untuk
menyelenggarakan RUPS secara online/cyber.

Dimana akta RUPS yang termasuk dalam jenis edtteas maka
keterangan notaris dalam bentuk teleconference tdappastikan
keabsahannya walaupun para pihak tidak membubutsketatangannya
pada akta, tetapi notaris yang membuat berita agarenenjadi sebagai
akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yaegnpurna. Berita
acara RUPS merupakan aktalaas sehingga memungkinkan tidak
ditandatangani oleh para pihak tetapi wajib ditéogani oleh notaris
sebagai pembuat akta tersebut. Akttaas berisi uraian notaris yang
dilihat dan disaksikan sendiri oleh notaris ters¢ebalalui video call atas
permintaan para pihak yang dikuatkan dalam benktg @otaris. Hal ini

dapat terjadi apabila telah memenuhi unsur otensteatu akta notariil,
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dimana notaris harus menghadiri RUPS dengan tefie@te tersebut,
menyaksikan jalannya rapat, RUPS tersebut beraddaldim wilayah

notaris yang bersangkutan, disaksikan para sak$g waktu pelaksanaan
RUPS harus sama dengan waktu notaris yang berdamgkaiu kemudian

menuangkan jalannya rapat tersebut kedalam selkiahyang dikenal

dengan Berita Acara RUPS. Jadi yang harus dip&dratilisini adalah

dimana pernyataan keputusan RUPS tersebut harukti#tdgm bahwa apa
yang dibicarakan dalam rapat adalah benar-benaa swngan notulen
rapat, sehingga yang sah adalah akta yang dibwataseertulis oleh

notaris yang tidak melanggar Undang-undang set&gp tberpedoman
kepada UUJN.

Namun hal ini berbeda untuk akpartij, dimana masih tidak
dimungkinkan untuk dilakukan secara online/teleeosrice. Hal ini
disebabkan di dalam akteartij notaris tersebut harus melihat secara
langsung (dihadapan), membacakannya, menandatagganiserta
memerlukan tandatangan para pihak untuk dituangkdeam suatu akta.
Salah satu contohnya vyaitu mengenai perubahan emggdasar,
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4), (5)@abUPT, sebagai
berikut :

Ayat (4): Perubahan anggaran dasar sebagaiman&gslichgpada
ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan daddwa notaris dalam
bahasa Indonesia.

Ayat (5): Perubahan anggaran dasar yang tidak dicalam akta
berita acara rapat yang dibuat notaris harus dakgat dalam akta notaris
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung seja@nggal keputusan
RUPS.

Ayat(6):Perubahan anggaran dasar tidak boleh dikgat dalam
akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tigaitpjuhari sebagaimana

dimaksud pada ayat (5).
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2.4.4 Cyber Notary di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 20&f&ahg
Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), semakiemperkuat untuk
mendukung dimungkinkannya penerapgamer notarydi Indonesia. Hal
ini terutama seperti yang tertuang di dalam Pasayat (1) dan (2) UU
ITE yang menentukan bahwa :

(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronikn/déau

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronikn/déau
hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayatgfLipakan
perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hwdeaara yang
berlaku di Indonesia.

Hanya saja, walaupun dalam hukum pembuktian telah
diakomodasi informasi elektronik dan dokumen etmklk sebagai alat
bukti yang sah, namun tidak berlaku untuk semua kelena UU ITE
sendiri membatasi penggunaannya. Hal ini dapahalildalam Pasal 5
ayat (4), yang menentukan bahwa :

Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atalkudeen
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tedlaku untuk :

1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dadentuk

tertulis.

2. Surat berharga beserta dokumennya yang menurutngnda

undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris @t yang
dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (4) hurufraydbaurat yang
menurut undang-undang harus dibuat tertulis meltptapi tidak terbatas
pada surat berharga, surat yang berharga, dan yamgt dipergunakan

dalam proses penegakan hokum acara perdata, pidanaadministrasi
negara.
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Di samping pembatasan di atas, masih terdapat gretan
keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen ktrelak,
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, bahwardalal terdapat
ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5t gy yang
mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbdettiklis atau asli,
Indormasi Elekrtonik dan/atau Dokumen Elektronikardjgap sah
sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya tdagiakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipgtangjawabkan
sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam penjelasan Pasal 6 UU ITE tersebut dinyatakamva
selama ini berbentuk tertulis identik dengan infasindan/atau dokumen
yang tertuang di atas kertas semata, padahal paldkaimya informasi
dan/atau dokumen dapat dituangkan kedalam medissajpa termasuk
media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronikformasi yang asli
dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakabab system
Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan carggpadaan yang
mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat diyed lagi dari
salinannya.

Hal ini tentunya juga dapat menimbulkan masalahu darena
apabila salinan akta diragukan kebenarannya, tdkzklagi minuta akta
yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan leeasja, karena
antara minuta akta dan salinan sama saja.

Berkaitan dengan penggunaan akta yang dibuat secara
konvensional dan akta yang di buat dalagber notary yang perlu
mendapat perhatian adalah perbedaan kedua tandagagg ada dalam
akta tersebut, yaitu tanda tangan tradisional dada tangan elektronik.

Dengan demikian, keabsahan tanda tangan elektsebikgai bukti
adalah berbeda-beda dari penafsiran hukum masatahdialami. Seperti
yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam Undamghg Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekirkeabsahan tanda

tangan elektronik diakui secara sah, Dalam pasglad 1 dan 2 UU.ITE
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hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atmsil cetaknya
adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakangsah dari alat bukti
yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlakoddnesia, tetapi
apabila penulis melihat perbandingan antara Undamipng Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektrolengan UUJN
maka keabsahan tanda tangan elektronik tidaklahdsiedrenakan dalam
UUJN bukti yang sah itu adalah akta otentik daradkhwah tangan.
Notaris itu sendiri harus datang, melihat dan megde dalam setiap
pembuatan akta dan ditanda-tangan oleh notarissendiri dan para
penghadap masing-masing langsung di tempat dibacg&aakta itu oleh
Notaris. Tanda tangan yang ditorehkan, harus taadgan asli dari
Notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangétralik yang bisa

ditorehkan di dalam akta tersebut.

2.4.5 Peluang dan Kendala di dalam Penerapafyber Notary di
Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwaegoryber
notary ini merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaapuker
secara cyber/online oleh notaris dalam menjalankagas dan
kewenangannya.

Konsep ini marak digunakan pada negeommon law Hal ini
dikarenakan sistem hukum kenotariatan di negammmon law
memungkinkan untuk penerapan konssper notarysecara lebih luas.
Pada negaraccommon lawdikenal sebagai notaris publik dan tidak
diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak adariésln bentuk akta
harus diatur oleh UU seperti dalam sistmil law. Tugas notaris publik
lebih banyak menjalankan proses administratif yamemberikan
cap/segel pada suatu perjanjian. Nilai cap/segetama dengan tanda
tangan para pihak yang tidak diterima oleh pengaddommon law

sebagai bukti mengenai fakta yang tertulis dalakudeen itu, fakta itu
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harus dibuktikan dengan jalan biasa. Akibatnyaapetorang dapat
menyusun sebuah tulisan yang bersifat huktega{ writing) dan nilai
yang diberikan kepada tulisan tersebut tidak berhgaAn dengan
kualifikasi/gelar pembuatnyd.Sehingga pada dasarnya akta dapat dibuat
siapa saja dan posisi akta sebagai alat bukti jtigak begitu
dipertimbangkan di depan pengadilan. Oleh karangeénerapan konsep
cyber notarypada sistemcommon lawtidak akan berpengaruh pada
kekuatan akta.

Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan sisigih law
yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dardapla notaris
adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarpasal 1867 KUH
Perdata merupakan alat bukti yang sempurna. Akiarisalapat menjadi
akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundadgngan terutama
Pasal 1868 KUH Perdata. Berdasarkan pengertianosditsik pada Pasal
1868 KUH Perdata maka ada 3 syarat akta otentiky:ya

a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, makgad
adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan UU.

b. Keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejahat,
maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan baktea
tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangka
pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatdide]
pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya.

c. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat aktseleit
dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkul3yaitu:

1) jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya
2) hari dan tanggal pembuatan akta
3) tempat akta dibuaf’

Dengan adanya persyaratan-persyaratan yang hapenudi

dalam pembuatan akta otentik tersebut, tentunya buampenerapan

*® Tan Thong Kie, op.cit.hal. 621.
*%bid, hal. 442.
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konsep cyber notarydi Indonesia menjadi lebih sulit dibanding jika
diterapkan di negareommon law

Penerapan konse@yber notaryini nantinya akan berpengaruh

pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa papghiaarus
dikenalkan atau diperkenalkan kepada notaris, kbammjpembacaan akta
oleh notaris, keberadaan para penghadap dan sa&ks svilayah
kewenangan notaris. Untuk permasalahan wilayah kamgan notaris
akan berhadapan dengan UUJN dan Pasal 1868 KUHatReteintang
persyaratan akta otentik bahwa akta harus dibedt pbjabat berwenang
di tempat akta itu dibuat. Sedangkan permasalatianya, terkait dengan
kekuatan pembuktian akta. Menurut UUJN, kealpadandanemenuhi
beberapa persyaratan akan membuat akta notarisdnexkta di bawah
tangan. Persyaratan tersebut antara lain, yaitu:

a. Kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghada
dengan dihadiri oleh paling sedikit dua saksi dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghaddsi slan
notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf | UUJN). MenuranTThong
Kie, pembacaan akta oleh notaris memberikan édhih
sehingga UU mengakui akta notaris sebagai aktaik&n

b. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap
menghendaki agar akta tidak dibacakan karena pdagha
telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahamyaisi
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakanmdala
penutup akta (Pasal 16 ayat (7) UUJN).

c. Ketentuan tentang penghadap misalnya ketentuaanigoimur
(Pasal 39 UUJN).

d. Ketentuan tentang saksi (Pasal 40 UUJN).

Permasalahannya adalah kekuatan pembuktian aktbawah

tangan jauh lebih lemah dibanding akta otentik.irf@gfa apabila terjadi

51 |bid hal. 229.
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perubahan akta otentik menjadi akta di bawah tgngkan merugikan
para pihak.

Sehubungan dengan kekuatan pembuktian tersebugin sel
bermasalah dengan pembuktian akta bawah tanganbup¢mm akta
notaris juga mengalami masalah berkenaan dengaratek pembuktian
dari hasil alat bukti elektronik. Kekuatan pembaktdari hasil alat bukti
elektronik baru dapat diterima sebagai alat bukingy sah oleh hakim
melalui bukti petunjuk dan keterangan ahli. Apaliiigin menghadirkan
bukti dengan menggunakan alat elektronik, harudel#r dahulu
menyatakan bahwa hasil yang didapatkan benar-lzstiarsesuai dengan
yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan. Setiapyapg dihasilkan
dalam bidang elektronik hendaknya mendapatkan pahga dan
pengakuan dari pejabat yang berwenang, supaya apa ¢ihasilkan
sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuklas alat bukti tidak
dapat dihadirkan? Keterangan ahli yang dimaksud adalah keterangan da
orang yang benar-benar mengetahui dan mengertangnialat-alat
elektronik yang akan dihadirkan dalam persidangatuku menguatkan
bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan kejahalididang
elektronik. Misalnya apabila hakim mempertanyakaaldsahan suatu
Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka disinilah peram afiuk memberi
keterangan atas dasar pengetahuan yang ia mitikigga pada akhirnya
hakimpun terbuka pemikiran dan wawasannya bahwggrgan asli tidak
harus sama dengan asli dalam pengertian yang ksioveh Alat bukti
petunjuk juga akan memberikan petunjuk telah tekadalahan di bidang
elektronik™

Dengan demikian, apabila terjadi hal-hal seperthgyaelah
dijabarkan tersebut maka dapat dikaitkan dengarmalp84 UUJN
mengenai ketentuan sanksi. Dimana di dalam pass¢bet dikatakan

bahwa apabila Notaris mengakibatkan suatu akta ehamgmpuyai

2 Niniek SuparniCyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturanr(yakarta: Sinar Grafika,2009),hal. 118.
*3 |bid, hal. 119-127.
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kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan smatu akta
menjadi batal demi hukum maka dapat menjadi albsan pihak yang
menderita kerugian untuk menuntut penggantian biggati rugi, dan
bunga kepada notaris. Hal ini tentunya akan meaungiotaris itu sendiri
di ke depan harinya.

Dengan uraian-uraian yang sudah penulis jabarkbelwanya,
maka penerapan konsegyber notary di Indonesia tentunya akan
berpengaruh kepada profesionalitas notaris. Sehipggggunaan konsep
ini hendaknya dapat disesuaikan dengan kemampuansdi Indonesia.
Sedangkan untuk budaya hukum situasi yang sanggtiteng pada
sikap dan nilai masyarakat umum. Supaya suatu peambhukum dapat
diterima oleh masyarakat umum maka sejak awal prgsenbentukan
hukum harus memperhatikan pringgw as a tool of social engineering.
Prinsip ini penting bagi Indonesia untuk mencegatsatah sosial yang
disebabkan oleh ketidaksiapan menerima perubakanltgi yang begitu
besar termasuk penerapan konsegber notary Dalam proses
pembentukan peraturan, masukan dari berbagai katamgasyarakat
terutama yang terkait dengan penerapan konsedwinslah diperhatikan
mulai dari akademisi, notaris itu sendiri, kalangdunia usaha dan
masyarakat umum sebagai pengguna jasa notarisggehkonsegyber
notary yang diatur dalam peraturan perundang-undangatingaradalah
benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakak ada pihak yang

dirugikan dan dapat diterima oleh seluruh kalangasyarakat.
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BAB Il

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1)

2)

Adanya wacana untuk menerapkayber notarydi Indonesia dilatar
belakangi untuk mengakomodir segala macam kebutotesyarakat
di dalam perkembangan teknologi yang semakin beskeign ke dalam
berbagai aspek kehidupan. Hal ini berkaitan eraigde notaris
sebagai pejabat umum yang bertugas untuk melayasyamakat di
dalam bidang keperdataan. Penerapdoer notarydi Indonesia masih
sulit untuk diterapkan secara utuh dimana penerayder notary
masih banyak terbentur dengan UUJN. Di dalam hulang diakui
oleh hukum positif di Indonesia, terutama di dalaidIN sendiri
masih banyak unsur-unsur yang tidak memungkinkartukun
menerapkartyber notarysecara utuh di Indonesia, hal tersebut antara
lain berkaitan dengan keotentitasan/keaslian salkiias dan juga sifat
kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh seoags sebagai
pejabat umum. UUITE juga hanya menerima informdskteonik
dan/atau dokumen dan/atau hasil cetaknya sebagabakti hukum
yang sah sepanjang tidak mengenal surat yang ldibusitt secara
tertulis/notaril, hal ini sesuai dengan isi pasabyat (4) UUITE.
Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinamtuld
menerapkarcyber notarydi beberapa bidang yang tidak bertentangan
dengan UUJN, contohnya adalah keperluan pembueataas akta di
dalam RUPS melalui media teleconference masih ddpakukan
melaluicyber notary

Kendala utama di dalam menerapkamer notarydi Indonesia yaitu
terbenturnya konsepyber notaryini dengan UUJN dan juga dengan
pasal 1868 KUHPerdata, dimana di dalam pembuatém atentik

menurut UUJN terdapat pengaturan mengenai kehadeeara fisik,
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harus adanya pembubuhan tandatangan di dalamesk&butt , harus
di dalam ruang lingkup wilayah jabatan notaris ydregsangkutan,
akta tersebut bentuknya ditentukan oleh Undangqumdaserta
memerlukan saksi. Hal-hal tersebut tentunya tidagatl dilakukan
secara maya/cyber, melainkan harus dilakukan sevcata ataupun
langsung.Cyber notary juga terkendala dengan sistem hukum di
Indonesia dan proses sosialisasi yang masih minengenaicyber
notary, dimana untuk menerapkancyber notary tentunya
membutuhkan sosialisasi besar-besaran agar sermhak mapat

menerima serta mengerti mengenai penerapbar notary

3.2 Saran

Pemberlakukan konsegyber notarydi Indonesia harus ditunjang oleh
konsep perubahan hukum efektif yang telah dimw@dgksawal. Tujuannya tidak
sekedar untuk menjaga keotentikan akta melalui rapae@ asas-asas
pembentukan hukum akan tetapi juga untuk memingasilidampak negatif dari
pemanfaatan teknologi.

Penerapan sebagian konggper notaryyang disesuaikan dengan budaya
hukum nasional sejalan dengan perubahan hukumifefekihwa perubahan
hukum harus sesuai dengan budaya hukum.

Dengan demikian, apabileyber notarymau diterapkan secara sah di
Indonesia, maka seharusnya dilakukan perubaharadaph UUJN beserta

peraturan perundang-undangan yang terkait.
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